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ABSTRAK 
Prostitusi online menjadi berita yang tidak asing di kalangan masyarakat. Kini 
prostitusi online telah merambah ke seluruh penjuru Negeri Indonesia salah satunya 
Provinsi Aceh. Permasalahan prostitusi online baru-baru ini terjadi pada salah satu 
daerah yang terdapat di dalam Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh, dimana Satuan 
dan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengungkapkan kasus 
prostitusi via online ini berhasil mengamankan satu orang pria dan tujuh orang 
wanita. Dalam kasus tersebut terdapat beberapa kejanggalan yang pertama beberapa 
dari mereka pelaku prostitusi online yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) 
tidak dikenakan sanksi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan tidak 
dikenakan sanksi Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat. Kemudian, tidak 
adanya informasi dari Satpol PP dan WH Provinsi Aceh dalam penanganan kasus 
prostitusi online. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif 
guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai tata kelola Satpol PP dan WH 
Provinsi Aceh dalam kasus prostitusi online. Sedangkan teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah teknik observasi dengan mengamati kondisi objektif di 
lapangan, dokumentasi beberapa informasi dari media online serta wawancara 
beberapa aparatur Satpol PP dan WH Provinsi Aceh serta masyarakat yang paham 
dengan teknolgi seperti handphone dan komputer dalam konteks online. Dari hasil 
penelitian ini terdapat beberapa prinsip dari faktor penelitian yang digunakan tidak 
terpenuhi dan dinilai tata kelola Satpol PP dan WH Provinsi Aceh masih belum 
mampu dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan qanun yang 
berlaku tidak lebih kekinian dalam menegaskan penanganan kasus prostitusi online. 
Untuk itu, perlu ditingkatkan lagi kinerja dari aparatur Satpol PP dan WH Provinsi 
Aceh serta diadakan perubahan atau penambahan qanun baru yang lebih kekinian 
dalam menjawab persoalan kasus prostitusi online yang ada di Aceh terutama di Kota 
Banda Aceh. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Prostitusi online menjadi berita yang tidak asing di kalangan masyarakat, 
beberapa waktu lalu prostitusi telah menjadi sorotan, dikarenakan ini menjadi suatu 
masalah moral, sosial dan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kasus prostitusi 
ini menjadi perbincangan masyarakat, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan 
dari masalah tersebut. Permasalahan prostitusi memiliki dimensi yang sangat 
kompleks sebab, berkaitan erat dengan masalah penyimpangan tatanan nilai dan 
norma agama, budaya masyarakat serta terkait erat dengan masalah ekonomi, 
ketertiban dan kesehatan. Kini prostitusi online telah merambah ke seluruh penjuru 
Negeri Indonesia salah satunya Provinsi Aceh. 
Suatu hal yang miris mengingat Aceh merupakan provinsi yang 
memberlakukan Syari’at Islam dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. 
Namun, masih memiliki permasalahan prostitusi, seperti yang dilansir oleh 
aceh.tribunnews.com dimana baru-baru ini Aceh digemparkan dengan ditemukannya 
beberapa pekerja prostitusi salah satunya di Lhokseumawe pada Senin, 26 Maret 
2018.1 Dalam temuan itu, polisi berhasil mengamankan 8 (delapan) tersangka, yakni 
5 (lima) orang wanita dan 3 (tiga) orang pria. Status kedelapan orang tersebut terdiri   
                                                             
1 Bakri, Giliran Jaringan Prostitusi Lhokseumawe Diungkap, Maret 2018, diakses pada 
tanggal 6 Mei 2018 dari situs: http://aceh.tribunnews.com/2018/03/28/giliran-jaringan-Prostitusi-
lhokseumawe-diungkap. 
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dari mucikari, lelaki “hidung belang”, serta pekerja prostitusi. Pada kasus ini, 
polisi berhasil mengamankan terduga pelaku prostitusi online yang telah melanggar 
Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.2 Akan tetapi, kasus 
tersebut berbeda dengan kasus yang terjadi di Banda Aceh pada Minggu, 22 Oktober 
2017 bahwasannya, Satuan dan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh 
membongkar prostitusi online. Pengungkapan kasus prostitusi via online ini berhasil 
mengamankan satu orang pria dan tujuh orang wanita.3 Beberapa tersangkanya 
dituntut hukuman penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kantor Kejaksaan 
Negeri Aceh Besar dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jantho pada Kamis, 
26 Juli 2018. Dalam kasus ini yang diamankan hanya mucikari dan satu orang pelaku, 
padahal kenyataannya masih banyak pihak yang terlibat dalam kasus tersebut yang 
seharusnya mendapatkan hukuman yang sama. Mereka yang tidak diberi hukuman 
adalah oknum yang pada saat diamankan sedang tidak melanggar hukum tersebut 
atau tidak tertangkap basah. Sehingga oleh pihak yang menangani kasus tersebut, 
mereka hanya diberikan pembinaan dan surat pernyataan tidak mengulangi hal 
tersebut bagi mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam kasus tersebut.4  
                                                             
2 Saiful Bahri, Polisi Bongkar Jaringan Prostitusi di Lhokseumawe, Delapan Orang 
Ditangkap, Maret 2018, diakses pada tanggal 6 Mei 2018 dari situs: http://aceh.tribunnews.com. 
3 Misran Asri, Bongkar Prostitusi Online di Banda Aceh, Polisi Amankan Sejumlah Wanita 
dan Seorang Germo, Oktober 2017, diakses pada tanggal 6 Mei 2018 dari situs: 
http://aceh.tribunnews.com. 
4 Bakri, Dua Terdakwa Prostitusi Online Dituntut Penjar, Agustus 2018, diakses pada tanggal 
6 Mei 2018 dari situs: http://aceh.tribunnews.com. 
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Kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh 
Barat Meulaboh bertepatan pada tanggal 16 Maret 2018 sore. Para korban prostitusi 
online tersebut ditangkap oleh aparat kepolisisan setempat di rumah yang digunakan 
untuk merealisasikan bisnis prostitusi online tersebut. Kasus tersebut membuat para 
warga setempat resah mereka khawatir pada anak-anak serta saudara-saudara 
perempuannya akan ikut terpengaruhi dalam permasalahan bisnis prostitusi online 
tersebut.5 
Jika ditinjau dari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana 
penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi, maka sebagian besar 
masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi 
dipengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial 
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan 
seseorang. Jadi, prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. 
“Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan manusia termasuk  
rasa aman dan tentram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap 
kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga, 
penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang ada merupakan 
kebutuhan sesama, yaitu kebutuhan seluruh anggota masyarakat.6 Pada sebagian 
                                                             
5 Bakri, Polisi Bongkar Prostitusi Anak, Maret 2018, diakses pada tanggal 6 Mei 2018 dari 
situs: https://aceh.tribunnews.com. 
6 Laden  Marpung, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  Dan  Masalah  Relevensinya, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2008) hlm. 2. 
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wanita yang memliki permasalahan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup 
namun tidak memiliki keterampilan (skill), dapat mengambil jalan pintas dengan 
menjajakan dirinya di tempat-tempat tertentu (di luar lokalisasi WTS), tampaknya 
menimbulkan pemandangan yang tidak berkenan di hati. 
Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa kejanggalan dalam 
penanganan kasus prostitusi online. Kejanggalan tersebut adalah pelaku yang sudah 
terbukti berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai pekerja prostitusi online 
tersebut hanya diberi pembinaan dan surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan 
yang melanggar hukum tersebut. Seharusnya pelaku harus dikenakan sanksi yang 
sesuai dengan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat. Sehingga sedikit 
banyaknya ada efek jera terhadap pekerja prostitusi online dan peringatan bagi 
masyarakat lain agar tidak melakukan tindakan yang salah seperti kasus tersebut.7 
Observasi awal tersebut, bila dikaitkan dengan UU Nomor 44 tahun 1999 dan 
UUPA dimana Aceh merupakan daerah yang memberlakukan Syari’at Islam, 
pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh telah diatur dan ditetapkan secara legal formal. 
Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari’at 
Islam secara menyeluruh (kaffah).8 Hal ini menandakan Syari’at Islam adalah bagian 
dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh, dan dalam konteks pelaksanaannya 
                                                             
7 Hasil wawancara dengan “ND”, salah seorang warga di Gampong Batoh, 12 Mei 2018 
8 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun 2006 
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pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.9 Dalam hal ini, Aceh memiliki 
beberapa lembaga dalam menangani dan mengawasi kasus prostitusi online salah 
satunya Satpol PP dan WH Provinsi Aceh. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh, khususnya pada Qanun Khalwat telah dijelaskan bahwa apabila 
seorang/sekelompok masyarakat/aparatur pemerintah/badan usaha melanggar 
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maka diancam hukuman sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.10 Namun, ternyata ini tidak sesuai dengan realita yang terjadi 
di masyarakat karena pada dasarnya banyak pelaku prostitusi online yang belum 
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 
14 tahun 2003 tentang Khalwat hal ini tentunya menjadi sebuah permasalahan 
tersendiri dalam upaya implementasi qanun tersebut.  
Berdasarkan informasi dari media aceh.tribunnews.com di atas, peneliti  
menemukan bahwa tidak adanya campur tangan Satpol PP dan WH dalam 
penanganan kasus prostitusi online ini. Padahal Tupoksi Satpol PP dan WH 
diantaranya: pelaksanaan koordinasi penegakan qanun, Peraturan Walikota dan 
Syari’at Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Daerah, dan/atau aparatur lainnya serta pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, 
                                                             
9 Dinas Syari’at Islam, Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh: Naskah 
Aceh, 2015), hal. V. 
10 Pasal 22 Ayat 1-2 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). 
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atau badan hukum agar mematuhi dan menaati qanun dan Peraturan Walikota hal 
tersebut.11  
Dalam Pasal 244 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan 
bahwa Wilayatul Hisbah (WH) merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan 
Syari’at Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja (Satpol PP).12 
Namun, pada observasi lanjutan peneliti mengalami beberapa kendala, banyak 
aparatur Satpol PP dan WH tidak mengetahui bahwasannya mereka memiliki 
kewenangan pada kasus prostitusi online, hanya saja di dalam Qanun Aceh berbeda 
bahasa yaitu zina. Selanjutnya, pada Satpol PP dan WH tidak memiliki fasilitas 
mengenai sadap handphone bagi pengguna dan penyedia jasa layanan prostitusi 
online. Maka dari itu perlu adanya campur tangan kepolisian dalam menyikapi 
permasalahan prostitusi online. 
Hal ini sangat berkaitan erat dalam penaganan kasus tersebut. Sehingga ini 
menjadi suatu problem dalam menjalankan tupoksi yang dimiliki Satpol PP dan WH. 
Maka dari itu berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin meneliti tentang “Tata Kelola 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi 
Aceh dalam Kasus Prostitusi Online”. 
 
                                                             
11 Tupoksi Satpol PP dan WH Banda Aceh, diakses pada tanggal 20 Mei 2018 dari situs: 
http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/.  
12 Al Yasa Abubakar, Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di 
Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hal. 22, diakses pada tanggal 15 April 2018 dari situs: 
www.jurnal.unsyiah.ac.id. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Dari permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah : Bagaimana tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh dalam kasus prostitusi online. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dasar penelitian yang 
penulis lakukan, maka perlu adanya tujuan penelitian yang harus diterapkan. Adapun 
tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk tata kelola Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh dalam kasus 
prostitusi online. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dan 
memberikan informasi kepada banyak orang, dan dari hasil penelitian ini dapat 
dijadikan pedoman bagi semua orang terutama terhadap kesejahteraan masyarakat. 
1.4.1 Secara teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu 
pengetahuan khususnya bagi program studi Ilmu Administrasi Negara, hasil kajian ini 
dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya melaksanakan pengkajian sosial 
dalam konteks kehidupan sosial dalam masyarakat. 
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1.4.2 Secara praktis 
Dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi : 
1) Bagi peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri 
dan dapat mengetahui informasi serta memiliki wawasan yang luas sehingga peneliti 
dapat melatih menerapkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan. 
2) Bagi masyarakat 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Aceh, sebagai sumber 
informasi bagi semua pihak yang ingin mengetahui secara mendalam tentang tata 
kelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi 
Aceh dalam kasus prostitusi online.  
1.5 Penelitian Terdahulu 
Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam karya ilmiah yang telah ada 
sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang ada 
sebelumnya antara lain: Penelitian pertama, Muhammad Isa dkk, yang berjudul 
“Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syari’at Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan 
Aceh”.13 Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa daerah Aceh yang merupakan 
modal perjuangan yang bersendikan hukum Islam dan hukum adat. Salah satu janji 
                                                             
13 Muhammad Isa dkk,  Kewenangan dan  kedudukan Dinas Syariat Islam  dalam  Tata 
Kelola Pemerintahan Aceh,  Diponegoro Journal Of Social And Political Of Science, Vol. 3 No. 2, 
2016, hal. 1 diakses pada tanggal 15 April 2018, dari situs: https://media.neliti.com. 
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Soekarno pada saat berkunjung ke Aceh meminta bantu Aceh untuk mengusir 
penjajah dari pemerintahan pusat dikhianati serta dilupakan, seharusnya Aceh 
diberikan otonomi khusus tetapi diabaikan oleh pemerintah pusat. Lalu Aceh 
diberikan otonomi khusus dalam pelaksanaan Syari’at Islam dilegalitas oleh undang-
undang. Selanjutnya kedudukan Dinas Syari’at Islam di Aceh adalah sebagai lembaga 
Syari’at menggantikan peran peradilan agama dalam kerangka hukum nasional. Dari 
hasil pengolahan data penelitian menunjukkan bahwa hubungan Dinas Syari’at Islam 
Aceh dengan lembaga terkait memiliki kerjasama erat dan saling memberikan 
dukungan dalam penegakan syari’at. Kerjasama antara Dinas Syar’iat Islam dengan 
lembaga terkait sudah lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya dimana 
lembaga terkait yang membantu penegakkan Syari’at Islam hanya sebagai pembinaan 
saja, dan sampai pada eksekusi yang akan dilakukan oleh lembaga kehakiman 
diberikan oleh pemerintahan Aceh juga sudah cukup baik, dengan respon positif dari 
masyarakat Aceh serta dukungan dari pemerintahan Aceh maka penegakan Syari’at 
Islam secara menyeluruh (kaffah) akan dapat dilakukan. 
Penelitian kedua, Melinda Arsanti, yang berjudul “Penggunaan Media Sosial 
Sebagai Sarana Prositusi Online”.14 Penelitian ini menunjukkan bahwa berpindahnya 
bisnis prostitusi dari konvensional ke online adalah karena adanya beberapa faktor 
banyaknya tempat-tempat prostitusi yang ditutup oleh pemerintah setempat. Selain itu 
                                                             
14 Melinda Arsanti, Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Prostitusi Online, eJournal 
Ilmu Komunikasi, Vol. 5 No. 3, 2017, hal. 50-62 diakses pada tanggal 15 April 2018, dari situs: 
https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id. 
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para pelaku prostitusi ini pula menganggap bahwa penggunaan media soisal sangatlah 
efektif untuk mempromosikan bisnis prostitusinya tersebut, dan hasil penelitian dari 
lima pekerja prostitusi yang menjual dirinya melalui media sosial dan satu pengguna 
pekerja prostitusi di Kota Samarinda mengatakan bahwa adanya media sosial ini 
sangat memudahkan sekali untuk para pelaku mempromosikan bisnisnya kepada 
pengguna pekerja prostitusi. Jadi, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media sosial sebagai sarana prostitusi online ini sudah amat marak 
digunakan oleh sebagian masyarakat entah itu pelaku maupun pengguna. Hal ini 
didukung oleh mudahnya penggunaan media sosial, akses yang tidak sulit untuk 
direalisasikan dan biaya yang terjangkau untuk mengakses internet khusunya media 
sosial. Perekembangan ilmu teknologi yang pesat sehingga globalisasi dapat 
berdampak baik dan buruk, tergantung bagaimana cara pemanfaatan seseorang dalam 
menggunakan teknologi informasi, media, dan komunikasi. 
Penelitian ketiga, Nyak Fadhlullah, yang berjudul “Metode Perumusan Qanun 
Jinayah Aceh (Kajian terhadap Pasal 33 tentang Zina)”.15 Penelitian ini menunjukkan 
bahwa perumusan Pasal 33 Qanun Jinayah Aceh tentang Zina, Qanun Hukum Jinayah 
di Aceh memaknai zina dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih 
dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Qanun 
Hukum Jinayah, menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki 
                                                             
15 Nyak Fadhlullah., Metode Perumusan Qanun jinayah Aceh, Kajian terhadap Pasal 33 
tentang Zina, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7 No. 1, 2017, hal. 16-40, diakses pada 
tanggal 5 April 2018, dari situs: http://ejournal.uin-suka.ac.id. 
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dengan seorang perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi antara seorang laki-laki 
dengan beberapa perempuan atau sebaliknya beberapa laki-laki dengan seorang 
perempuan.  
Dari ketiga penelitian di atas, yang dapat membedakan dengan penelitian ini 
adalah: Penelitian pertama, Muhammad Isa dkk, yang berjudul “Kewenangan dan 
Kedudukan Dinas Syari’at Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh”, membahas 
tentang pemberian otonomi khusus bagi Aceh untuk melaksanakan pelaksanaan 
Syari’at Islam yang dilegalitaskan oleh Undang-Undang. Penelitian kedua, Melinda 
Arsanti, yang berjudul “Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Prostitusi Online”, 
membahas tentang pelaku prostitusi online mengaku bahwa adanya media sosial 
sangat memudahkan mereka untuk mempromosikan bisnis tersebut. Penelitian ketiga, 
Nyak Fadhlullah, yang berjudul “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh (Kajian 
teradap Pasal 33 tentang Zina)”, membahas masalah perumusan pasal 33 Qanun 
jinayah Aceh tentang zina yang dimaknai dengan hubungan seksual antara laki-laki 
dan perempuan atau lebih, di luar batas ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan 
penelitian yang penulis teliti adalah dengan judul “Tata Kelola Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh dalam Kasus Prostitusi 
Online”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mengukur tata kelola lembaga 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh 
dalam kasus prostitusi online sesuai dengan sembilan prinsip Good Governance 
menurut (UNDP: 2004). 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
Untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Satpol PP dan 
WH Provinsi Aceh dalam kasus prostitusi online, dapat dilihat melalui pengaturan 
dan pengelolaan dari tupoksi yang dimiliki Satpol PP dan WH Provinsi Aceh. Oleh 
karena itu, beberapa teori yang digunakan penulis sebagai landasan untuk 
menganalisis tata kelola Satpol PP dan WH Provinsi Aceh dalam Kasus Prostitusi 
Online: 
2.1.1 Pengertian Tata Kelola 
 Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “tata” dimaknai dengan aturan, 
cara menyusun, sistem, kaidah, dan susunan, dan pada kata “kelola” dimaknai dengan 
menyelenggarakan, mengendalikan, mengurus dan menjalankan.16 Menurut Weiss 
dalam Muhammad Fikar dan Dyah Mutiarin berpandangan lebih jauh mengenai tata 
kelola yang baik ada kaitannya dengan demokrasi dan pencakupan hak-hak sipil, 
secara transparans, peraturan hukum, serta pelayanan publik yang efisien. Tata kelola 
juga melibatkan institusi publik dan swasta dengan masyarakat.17  
                                                             
16 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1993) diakses 
pada tanggal 11 Maret 2019, dari situs: https://kbbi.web.id/kelola. 
17 Muhammad Fikar dan Dyah Mutiarin, Tata Kelola Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Maisir (Perjudian) Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, Jurnal Ilmu Pemerintahan 
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Good dalam Good Governance menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
terdapat 2 (dua) makna pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi 
keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan 
rakyat terkhusus dalam mencapai tujuan bersama (nasional) kemandirian, pada 
pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional 
dari pemerintahan yang efektif dan efesien dalam pelaksanaan tugasnya hingga 
tercapainya tujuan tersebut. Good Governance yang dikemukakan oleh LAN adalah 
penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid atau kuat dan bertanggung jawab 
serta efektif dan efisien dalam menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif atau 
bersifat membangun diantara wilayah atau daerah-daerah, sektor swasta dan 
masyarakat.18 
Istilah tata kelola pemerintahan yang baik dalam bahasa Inggris adalah Good 
Governance yang dimaknai dengan serangkaian proses yang berlaku pada kedua 
organisasi sektor publik maupun swasta dalam memberi keputusan atau tujuan.19 
Pada dokumen United Nation Development Program (UNDP: 2004), pengertian tata 
kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah penggunaan wewenang atau 
kekuasaan ekonomi politik dan administrasi bertujuan mengelola berbagai urusan 
                                                                                                                                                                             
dan Kebijakan Publik, Vol. 1 No.3, 2014, hal. 554, diakses pada tanggal 16 April 2018, dari situs: 
http://mip.umy.ac.id. 
18
 Muhammad Ilham Arisaputra, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam 
Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia,  jurnal yuridika, Vol. 28 No. 2, 2013, hal. 192-193 
diakses pada tanggal 22 juni 2019, dari situs: ejournal.unair.ac.id. 
19 Randi Ruslan, “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota 
di Kabupaten Manjen” skripsi yang dipublikasikan, UNHAS, Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, 2017, hal. 15 diakses pada tanggal 12 Mei 2018, dari situs: 
https://core.ac.uk/download/pdf/78837419.pdf. 
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negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk 
memotivasi terciptanya kondisi kesejahteraan mutu, dan kohesivitas 
(mempertahankan) sosial dalam masyarakat.20  
Kata Good Governance juga dimaknai dengan tata kelola yang baik, khususnya 
pada sektor pemerintahan sangat dibutuhkan penerapan atau praktik dari prinsip 
Good Governance tersebut. Pemerintahan akan dikatakan baik jika pembangunan 
telah dilakukan dengan biaya yang sangat minimal dan hasil yang maksimal. Pada 
faktor penting lainnya pemerintahan akan dikatakan baik jika produktifitas bersinergi 
dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek 
produktifitas, daya beli maupun kesejahteraan spritualitasnya. Sesuai dengan definisi 
di atas, tata kelola adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan 
mengendalikan suatu kegiatan. 
Tata kelola juga mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak-pihak 
dalam organisasi. Pembagian tugas, hak, dan kewajiban juga berfungsi sebagai 
pedoman pengevaluasikan kinerja Board of Directors dan manajemen perusahaan 
atau pemerintahan. Dalam pencapaian Good Governance atau tata kelola 
pemerintahan yang baik terdapat sembilan (9)  prinsip yaitu (UNDP: 2004):21 
 
                                                             
20 Abdul Rahman Nur. Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuu, (Palopo: Guapedia, 
2018), hal. 27 diakses pada tanggal 20 Maret 2018, dari situs: https://books.google.co.id. 
21 Ibid., hal. 28-29 
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a) Partisipasi 
Setiap masyarakat Indonesia memiliki kebebasan berpendapat dan memilih 
untuk menentukan keputusan serta berpartisipasi atau keikutsertaan seseorang secara 
konstruktif, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui intermediasi 
institusi legitimasi yang memiliki kepentingan. Partisipasi dibangun atas dasar 
kebebasan berasosiasi, berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.  
b) Kepastian Hukum  
Hukum dan perundangan-undangan perlu adanya keadilan hingga dapat 
diaplikasikan serta dipatuhi secara utuh (kaffah), terpenting pada atuaran hukum dan 
hak asasi manusia. Beberapa unsur dalam penegakan hukum : Pertama, hukum 
tertinggi (Supermacy of Law) yaitu aktivitas kekuasaan negara dan partisipasi 
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada 
hukum dan aturan yang pasti, dan dapat dijamin kebenarannya. Kedua, kepastian 
hukum (Legal Certainty) yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki 
dasar hukum atau tertata rapi dalam hukum yang pasti. Ketiga, hukum responsive, 
yaitu hukum yang menjawab dari aspirasi masyarakat. Keempat, penegakan hukum 
yang konsisten dan nondiskriminatif yaitu hukum yang tidak pandang bulu atau 
berlaku untuk semua pihak yang bersangkutan. Kelima, independensi peradilan yaitu 
peradilan yang independen bebas dari kekuatan lainnya. 
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c. Transparansi 
Transparansi merupakan suatu keterbukaan informasi. Pada instansi 
pemerintahan atau lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak 
sangat penting adanya transparansi. Instansi patut memberikan informasi yang dapat 
diakses secara bebas bagi mereka yang membutuhkan dan layak disediakan secara 
memadai sehingga mudah dipahami serta dapat digunakan sebagai alat monitoring 
dan evaluasi.  
d. Responsif 
Responsif adalah pada pelaksanaan prinsip-prinsip Good and Clean 
Governance pemerintah harus dapat membaca keperluan atau kebutuhan masyarakat 
dengan kata lain pemerintah harus cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan 
masyarakat. Dengan adanya tanggapan dari pemerintahan mengenai keperluan atau 
kebutuhan masyarakat, maka akan lahir pemikiran atau ide-ide baru untuk 
mengurangi kesalahan yang akan terjadi pada sistem pemerintahan yang ada. 
e. Konsensus 
Konsensus adalah mengambil keputusan dari proses musyawarah melalui 
kesepakatan atau mufakat untuk mecapai sebuah persetujuan. Good Governance 
merupakan perantara penting dan  berbeda untuk mendapati pilihan-pilihan yang baik 
bagi kepentingan banyak yang lebih meluas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan 
maupun prosedur-prosedur.  
17 
 
 
 
f. Kesetaraan  
Kesetaraan yang dimaksud adalah perlakuan adil dalam pemberian pelayanan 
untuk seluruh masyarakat tanpa melihat perbedaan suku, keyakinan, jenis kelamin, 
serta kelas sosial. Kesetaraan juga mempunyai arti yaitu semua warga negara 
mempunyai hak atau kesempatan meningkatkan dan menjaga kesejahteraan setiap 
orang, baik itu laki-laki maupun perempuan.  
g. Efektif dan Efesien 
Dalam pelaksanaan prinsip Good dan Clean Governance, pemerintah harus 
memenuhi atau memiliki kriteria efektif dan efisien, untuk berdaya guna dan berhasil 
guna. Proses yang dijalani oleh suatu lembaga sebaik mungkin harus mampu 
menghasilkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada saat perancangan juga 
menggunakan sumber-sumber yang tersedia.  
h. Akuntabilitas 
Akuntablitas adalah sifat tanggung jawab yang harus dimiliki setiap pejabat 
publik dalam melayani masyarakat, yang memiliki tugas untuk mengurusi 
kepentingan masyarakat. Akuntabilitas juga tergantung pada suatu organisasi atau 
lembaga dan tergantung keputusan yang telah ditetapkan, keputusan tersebut untuk 
kepentingan internal atau kepentingan eksternal.  
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i. Visi Strategis  
Visi strategis adalah pandangan-pandangan atau ramalan strategis untuk masa 
yang akan datang. Visi strategis sangat penting untuk sebuah perubahan yang lebih 
baik, pada sebuah organisasi sangat penting adanya perubahan untuk pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan. Untuk tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan 
melalui perubahan adalah dimulai dari perencanaan dan dilakukan dengan tindakan 
yang nyata. 
2.1.2 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) 
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yaitu pada Qanun Syari’at Islam 
atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (pasal 244 
ayat 2), Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah 
salah satu lembaga yang ikut andil dalam pelaksanaan Syari’at Islam tersebut. 
Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah suatu 
lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap 
pelaksanaan amar makruf nahi mungkar (menganjurkan kepada kebaikan dan 
mencegah kepada kejahatan). Kini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah 
bergabung dengan Wilayatul Hisbah (WH).22  
                                                             
22 Muhammad Fikar dan Dyah Mutiarin, Tata Kelola Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Maisir (Perjudian) Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, Jurnal Ilmu Pemerintahan 
dan Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 3, 2014, hal. 549-572 diakses pada tanggal 16 April 2018, dari situs: 
http://mip.umy.ac.id. 
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 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memiliki arti sebagai polisi 
yang mengawasi dan mengamankan kebijakan yang diamanahkan oleh pemerintah di 
wilayah tempat mereka bertugas. Sedangkan Wilayatul Hisbah (WH) memiliki arti 
sebagai sebuah lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan untuk 
mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada dan harus diikuti, 
bagaimana cara menggunakan aturan dan bagaimana mentaati aturan serta perilaku 
yang harus dihindari akibat bertentangan pada peraturan yang telah ditetapkan.23 
2.1.3 Pengertian Prostitusi Online 
Prostitusi adalah sebuah tindakan yang di dalamnya tersedia wanita yang 
dipekerjakan oleh mucikari untuk memberikan jasa hubungan badan tanpa adanya 
keterikatan tali pernikahan kepada kaum lelaki. Bahkan Edlund dan Korn 
menjelaskan bahwa prostitusi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh wanita, yang 
memiliki keterampilan rendah atau bisa dikatakan tidak memiliki skill (keterampilan) 
untuk memperoleh upah yang tinggi.24 
Prostitusi disebut juga pelacuran yang berasal dari bahasa latin yaitu pro-
situare yang artinya membebaskan diri untuk melakukan zina. Prostitusi dalam 
bahasa Inggris disebut prostitution yang artinya dalam bahasa latin yaitu pelacuran, 
perzinaan atau ketunasusilaan. Orang yang berbuat tindakan prostitusi biasanya 
                                                             
23 Al Yasa Abubakar, Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di 
Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hal. 22, dari situs: www.jurnal.unsyiah.ac.id. 
24
 Nasrullah dan Aden Rosadi, Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi 
dalam Peraturan Daerah, Al-A’dalah, Vol. 14 No. 1, 2017, hal. 48 diakses pada tanggal 27 Maret 
2019, dari situs: https://media.neliti.com. 
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disebut dengan sebutan “pelacur” yang dikenal juga dengan WTS atau “Wanita Tuna 
Susila”.25 Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual dengan imbalan 
berupa upah atau uang. Seseorang yang menjual dirinya atau jasa seksualnya disebut 
sebagai pelacur, dimana kini sering disebut dengan pekerja seks komersial (PSK).26 
Pada definisi pelacuran yang kurang moralistis diajukan oleh Gagnon J.H  
dalam skripsi Ahmad Rosyadi, memandang pelacuran sebagai pemberian akses 
seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk mendapatkan bayaran berupa 
barang ataupun uang, tergantung pada perjanjian awal dan sesuai sistem ekonomi. 
Jadi pelacur didefinisikan sebagai professional berdasarkan kelangkaan pelayanan 
yang disediakan. Pelayanan ini diasumsikan tidak mencakup hubungan seksual 
pembelian barang dalam lingkup yang berhubungan dengan industri perdagangan.27 
Sedangkan prostitusi online adalah sebuah kegiatan para pekerja seks 
komersial (PSK) menawarkan diri lewat jejaringan sosial media untuk menawarkan 
jasa penjualan dirinya kepada yang membutuhkan. Banyak aplikasi yang digunakan 
melalui chatting seperti Facebook, BeeTalk, WhatsApp dan lain sebagainya. Ini 
dilakukan agar tindakan yang tidak senonoh ini lebih rahasia.28 
                                                             
25 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 177. 
26 Mia Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika 
Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasancisarua Kampung Arab, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 
II No. 2, 2016, hal. 871, diakses pada tanggal 24 Juni 2019, dari situs: https://media.neliti.com. 
27Ahmad Rosyadi. “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia”, skripsi 
yang dipubikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2011, hal. 13, 
dari situs: http://repository.uinjkt.ac.id. 
28 Melinda arsanti, Op.cit, hlm. 51. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian 
deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 
mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, 
atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.29  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis deskriptif kualitatif yakni 
dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian saat sekarang 
berdasarkan fakta yang ada, sehingga mendapatkan pengetahuan dan informasi 
tentang bagaimana tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 
Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh dalam kasus prostitusi online. 
3.2 Lokasi penelitian 
Adapun lokasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu di Kota Banda 
Aceh khususnya pada lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 
Provinsi Aceh. Berdasarkan sesuai dari tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Wilayatul Hisbah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menangani 
prostitusi online dan berdasarkan observasi awal, Kota Banda Aceh merupakan salah 
                                                             
29 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 11. 
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satu daerah yang dalam tata kelola pemerintahannya berbasis Syari’at Islam mulai 
munculnya kasus prostitusi online. 
3.3 Subjek penelitian 
Subjek penelitian adalah dasar utama data penelitian, yaitu yang memiliki data 
mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang 
akan dijadikan sasaran penelitian.30 Penelitian ini juga menggunakan teknik 
purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan data sesuai dengan 
tujuan atau kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.31 Adapun subjek yang 
diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Aparatur Bidang Pengawasan Syari’at Islam yang berwenang dalam 
pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati 
Qanun Syari’at Islam (1 orang). 
2) Aparatur Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah yang 
berwenang dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap 
pelanggaran Perundangan-Undangan daerah dan Syari’at Islam (1 orang). 
3) Masyarakat setempat yang sedikit banyaknya paham dengan teknologi 
handphone dan komputer dalam konteks online (1 orang). 
 
                                                             
30 Nurul Zuriah, Metodologi Penenitian social dan pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 
hal. 34 
31 Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya, Riset Keuangan Pengujian-Pengujian Empiris, 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 254 
23 
 
 
 
3.4 Teknik pengumpulan data 
Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai 
berikut: 
a. Dokumentasi  
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode 
dokumentasi cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.32 
Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan 
tertulis, seperti arsip juga termasuk buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, 
dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penilitian.33 Metode dokumentasi 
adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, surat, 
transkip, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.34 Dari teknink dokumentasi 
ini peneliti, peneliti akan memperoleh data atau informasi mengenai tata kelola 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh 
dalam kasus prostitusi online dan berpacu pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Hukum Jinayat. 
 
                                                             
32 Notoatmodjo Soekidjo, Metodelogi Penelitian Kesehatan, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 
2012), hal. 140. 
33 Yatim Rianto, Metodelogi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar, (Surabaya: SIC, 1996), 
hal. 83. 
34 Nurul Zuriah, Metodelogi Penelitian Social dan Pendidikan, (Jakarta: Media Grafika, 
2006), hal. 191. 
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b. Observasi  
Observasi adalah sesuatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh 
perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Mula-mula rangsangan dari luar 
mengenai indra, dan terjadilah pengindraan, kemudian apabila rangsangan tersebut 
menarik perhatian akan dilanjutkan dengan adanya pengamatan. Dalam penelitian, 
pengamatan adalah suatu prosedur yang berencana, yang antara lain meliputi melihat, 
mendengar, dan mencatat sejumlah dan taraf aktifitas tertentu atau situasi tertentu 
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.35 Dari teknik pengamatan ini, 
peneliti akan mengamati bagaimana tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh dalam kasus prostitusi online. 
c. Wawancara 
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal seperti 
percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Menurut Soekidjo Notoatmodjo 
mengemukakan bahwa, wawancara adalah metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara 
lisan dari seseorang sasaran penelitian (informan), atau bercakap-cakap berhadapan 
muka dengan orang tersebut (face to face). 36 
  
                                                             
35  Sugiono, Metodelogi Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 166. 
36 Notoatmodjo Soekidjo. Metodelogi Penelitian Kesehatan, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 
2012), hal. 139. 
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3.5 Teknik analisis data 
Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. 
Secara umum, menurut Neuman dalam Rulam Ahmadi analisis data merupakan suatu 
pencaran pola-pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, objek-objek, atau badan 
pengetahuan. 37 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif 
yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis data yang diperoleh. Selanjutnya 
dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Proses analisis data 
dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di 
lapangan, dan sesudah berada di lapangan. Data dan informasi selanjutnya akan 
disampaikan secara deskriptif berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan 
observasi dengan disertai hasil wawancara berupa kalimat langsung disertai komentar 
dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung.38 
                                                             
37 Rulam Ahmadi, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 
229. 
38 Ahmad Rosyadi, “Kajian Yuridis terhadap Prostitusi online di Indonesia”, skripsi yang 
dipublikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2011, hal. 8-9 
diakses pada tanggal 4 juli 2018, dari situs: http://repository.uinjkt.ac.id. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 
4.1.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 
Pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 menyatakan bahwa 
gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan yang memiliki tugas dan 
wewenang mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan Kabupaten/Kota, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan 
Kabupaten/Kota, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di 
Aceh dan Kabupaten/Kota, pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan 
keistimewaan Aceh, dan pengusahaan dan penjagaan keseimbangan pembangunan 
antar Kabupaten/Kota di Aceh. Dalam melaksanakan ketentuannya, sebagai wakil 
pemerintah dapat menugaskan perangkat daerah Aceh.39 
Berdasarkan dasar hukum di atas ada tugas wajib bagi pemerintah, pemerintah 
Aceh dan pemerintah kabupaten juga kota, salah satunya menjaga ketertiban umum 
dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Perda). 
Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan Syari’at Islam dapat membentuk 
Polisi Wilayatul Hisbah (WH) sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP).  
                                                             
39 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
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Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah polisi yang mengawasi dan 
mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya, sedangkan Wilayatul 
Hisbah (WH) adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota 
masyarakat, seperti mengingatkan tentang aturan-aturan yang ada dan harus diikuti. 
Selanjutnya, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus 
dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Pada Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 244 bahwa Wilayatul Hisbah (WH) 
merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syari’at Islam dan menjadi bagian 
integral dari Polisi Pamong Praja, sebab beberapa dasar hukum di atas maka 
dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH).40  
4.1.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 
Visi:  
Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah 
(WH) Aceh yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, Ketertiban 
Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pengawasan Pelaksanaan Syari’at Islam 
secara menyeluruh (kaffah). 
 
 
                                                             
40 Al Yasa Abubakar, Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di 
Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hal. 22 diakses pada tanggal 15 April 2019, dari situs: 
www.jurnal.unsyiah.ac.id. 
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Misi:   
1) Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) 
yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab secara profesional. 
2) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam 
melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga 
terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya Ketentraman 
dan Ketertiban Umum secara merata di wilayah Provinsi Aceh. 
3) Membina Kedisplinan personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa. 
4) Mewujudkan pelaksanaan Syari’at Islam secara menyeluruh (kaffah) di Provinsi 
Aceh.41 
4.1.3 Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 
Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah 
(WH) adalah Pertama, sebagai perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah 
Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kedua, sebagai Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh dipimpin oleh 
seorang kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur 
melalui sekretaris daerah (sekda). Ketiga, sebagai sekretariat dipimpin oleh seorang 
sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan. 
Keempat, sebagai bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah 
                                                             
41 Profil Satpol PP dan WH Aceh tahun 2015. 
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dan bertanggungjawab kepada kepala satuan. Kelima, sebagai subbagian dipimpin 
oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
sekretaris. Keenam, sebagai seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.42 
4.1.4 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul 
Hisbah (WH) Provinsi Aceh, terdiri dari:43 
(1)  a.   Kepala Satuan. 
b. Sekretariat. 
c. Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah.  
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.  
e. Bidang Pengawasan Syari’at Islam. 
f. Bidang Perlindungan Masyarakat. 
g. Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur.  
h. Kelompok Jabatan Fungsional.  
(2) Sekretariat, terdiri dari:  
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
b. Subbagian Program dan Pelaporan.  
                                                             
42 Pergub No. 139 Tahun 2016 hal. 4. 
43 Ibid., hal. 3. 
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c. Subbagian Keuangan.  
(3) Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:  
a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 
b. Seksi Pembinaan PPNS. 
c. Seksi Tindak Internal.  
 (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari: 
a. Seksi Operasional dan Pengendalian. 
b. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman.  
c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah.  
(5) Bidang Pelaksanaan Syariat Islam, terdiri dari: 
a. Seksi Operasi dan Pengawasan Syari’at Islam. 
b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syari’at Islam.  
c. Seksi Pengaduan Pelanggaran Syari’at Islam.  
(6) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari: 
a. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.  
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat. 
c. Seksi Kesiagaan. 
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(7) Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari:  
a. Seksi Pengembangan Kelembagaan. 
b. Seksi Koordinasi dan Kerjasama. 
c. Seksi Hubungan Masyarakat. 
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Sumber: Pergub 139 Tahun 2016 “Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh” 
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4.1.5 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 
Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul 
Hisbah (WH) Aceh, Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) 
Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang 
penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyrakat, Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakat dan Pelaksanaan Syari’at Islam. Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:44  
a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 
perlindungan masyarakat dan penegakan Syari’at Islam. 
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala 
daerah (perkada). 
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat di daerah. 
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. 
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun Aceh dan peraturan kepala daerah, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
daerah, dan/atau aparatur lainnya. 
f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh. 
                                                             
44 Ibid., hal. 5. 
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g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 
h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah. 
i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi 
dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan 
Syari’at Islam. 
1). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) 
Provinsi Aceh mempunyai fungsi: 
a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan. 
b) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka 
panjang. 
c) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman 
masyarakat, pelaksanaan Syari’at Islam, serta perlindungan masyarakat. 
d) Pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan 
Perda/Qanun, peraturan gubernur, keputusan gubernur, pelaksanaan 
Syari’at Islam dan perlindungan masyarakat. 
e) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemeliharaan ketertiban umum, 
ketentraman masyarakat dengan kabupaten/kota. 
f) Pelaksanaan koordinasi dengan para ulama, ormas dan pemuka adat 
untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta 
pengamalan masyarakat. 
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g) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di 
bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta 
peraturan Perundang-Undangan Daerah. 
h) Pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan, 
ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Syari’at Islam. 
i) Pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada 
jam dinas. 
j) Pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek 
vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, 
antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan instansi 
terkait lainnya. 
k) Pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi 
kewenangan provinsi. 
l) Pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar. 
m)  Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran 
peraturan Perundang-Undangan, Qanun, peraturan gubernur dan 
keputusan gubernur. 
n) Pelaksanaan upaya pengumpulan bahan keterangan untuk memperoleh 
data dan informasi yang akurat. 
o) Pelaksanaan pembinaan disiplin personil Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
dan Wilayatul Hisbah (WH). 
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p) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2). Sekretariat adalah unsur pembantu kepala satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh di bidang pelayanan 
administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan 
program, data, informasi, pemantauan dan pelaporan serta peningkatan sumber 
daya aparatur. sekretariat mempunyai fungsi: 
a) pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, 
aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan dan 
kepustakaan. 
b) Pembinaan kepegawaian/personil Pol. PP dan Pol. WH, organisasi, 
ketatalaksanaan, hukum dan Perundang-Undangan. 
c) Pengelolaan administrasi keuangan. 
d) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka 
panjang. 
e) Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan 
sumber lainnya. 
f) Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana 
kinerja satuan. 
g) Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan 
fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas 
37 
 
 
 
sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, PPNS dan 
perlindungan masyarakat. 
h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala 
satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, 
aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan, 
kepustakaan, pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, 
hukum dan Perundang-Undangan serta peningkatan sumber daya 
aparatur dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang 
diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas 
melakukan urusan penyusunan program kerja tahunan, jangka 
menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran yang 
bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya, penyusunan 
rencana strategis, rencana kinerja satuan, laporan akuntabilitas 
kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang 
diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan 
pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, 
pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta 
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pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
3). Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi: 
a) Pelaksanaan penyusunan program penegakan Perundang-Undangan 
daerah dan Syari’at Islam. 
b) Penegakan peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari’at Islam. 
c) Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan intelijen untuk 
memperoleh data dan informasi yang akurat di bidang Perundang-
Undangan daerah dan Syari’at Islam. 
d) Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyidikan terhadap orang atau 
badan hukum yang melanggar peraturan Perundang-Undangan daerah 
dan Syari’at Islam. 
e) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran 
Perundang-Undangan daerah dan Syari’at Islam. 
f) Pelaksanaan kegiatan pembinaan operasional bagi pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil. 
g) Pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi pejabat 
penyidik pegawai negeri sipil Aceh dan pejabat penyidik pegawai negeri 
sipil kabupaten dan kota. 
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h) Pelaksanaan kegiatan pembekalan, pendidikan dan pelatihan teknis bagi 
pejabat penyidik pegawai negeri sipil Aceh dan pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil kabupaten dan kota. 
i) Pelaksanaan kegiatan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan 
instansi terhadap untuk melahirkan kepastian hukum. 
j) Pelaksanaan kerjasama penegakan qanun dengan pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil kabupaten dan kota. 
k) Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembinaan terhadap personil 
yang melanggar aturan kedinasan, peraturan Perundang-Undangan 
Daerah dan Syar’iat Islam. 
l) Pelaksanaan penyelenggaraan tindakan terhadap personil yang 
melanggar aturan kedinasan, peraturan Perundang-Undangan Daerah 
dan Syari’at Islam. 
m) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala 
satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan 
kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang dan/atau 
badan hukum yang melanggar peraturan Perundang-Undangan 
dibidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Syari’at 
Islam.  
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(2) Seksi Pembinaan PPNS mempunyai tugas melakukan kegiatan 
pembinaan operasional, pengawasan, monitoring dan evaluasi 
terhadap penyidik pegawai negeri sipil. 
(3) Seksi Tindak Internal mempunyai tugas melakukan 
pendampingan, Pembinaan dan Tindakan bagi pelanggar aturan 
kedinasan, peraturan Perundang-Undangan daerah dan Syari’at 
Islam. 
4). Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi: 
a) Pelaksanaan penyusunan program ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat. 
b) Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan daerah di 
bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
c) Pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh 
masyarakat, kelompok dan organisasi lainnya. 
d) Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan 
mentaati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
e) Pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki 
lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
f) Pelaksanaan penertiban sosial setiap orang atau badan dilarang 
meminta bantuan, sumbangan dalam bentuk apapun baik dijalan, 
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angkutan umum, tempat tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya 
tanpa izin tertulis pemerintah Aceh. 
g) Pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan permasalahan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
h) Pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin 
pada jam dinas. 
i) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi pelajar yang berkeliaran 
pada jam sekolah dan pada malam hari pukul 23.00 WIB bagi yang 
berumur di bawah 17 tahun. 
j) Pelaksanaan penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang 
menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
k) Pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek 
vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, 
antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan 
instansi terkait lainnya. 
l) Pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi 
kewenangan provinsi. 
m) Pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar. 
n) Pelaksanaan operasi non yustisi terhadap masyarakat atau badan 
hukum yang melakukan pelanggaran atas fungsinya berdasarkan 
peraturan Perundang-Undangan. 
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o) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala 
satuan sesuai tugas dan fungsinya. 
(1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan 
kegiatan operasional dan pengendalian di lapangan.  
(2) Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman mempunyai 
tugas melakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat untuk 
menjaga ketertiban umum dan menciptakan ketentraman 
masyarakat.  
(3) Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah mempunyai 
tugas melakukan upaya pengamanan aset milik Pemerintahan 
daerah. 
5). Bidang Pengawasan Syari’at Islam mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan 
pengawasan Qanun Syari’at Islam. 
b. Pelaksanaan kegiatan operasional penegakan, pembinaan dan 
pengawasan Qanun Syari’at Islam. 
c. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan 
mentaati Qanun Syari’at Islam. 
d. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan 
Perundang-Undangan Syari’at Islam. 
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e. Pelaksanaan konsultasi, informasi dan instruksi terhadap Polisi 
Wilayatul Hisbah kabupaten/kota. 
f. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah 
Aceh dan kabupaten/kota. 
g. Pelaksanaan perbantuan eksekusi cambuk sesuai dengan peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 
h. Pelaksanaan konsultasi dengan badan legislatif, yudikatif, ulama dan 
instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan Qanun 
Syari’at Islam. 
i. Pelaksanaan pemberdayaan untuk penyelesaian Qanun Syari’at Islam 
yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat gampong dan 
mukim. 
j. Pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat 
serta penanganan pelanggaran Qanun yang bersifat non justisi. 
k. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi masyarakat, organisasi 
kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat dibidang pembinaan dan 
pengawasan Qanun Syari’at Islam. 
l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala 
satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(1) Seksi Operasi dan Pengawasan Syari’at Islam mempunyai tugas 
operasional dan pengawasan Qanun dan peraturan Perundang-
Undangan dibidang Syari’at Islam. 
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(2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syari’at Islam mempunyai 
tugas pembinaan dan penyuluhan pelanggaran peraturan 
Perundang-Undangan dibidang Syari’at Islam. 
(3) Seksi Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran Syari’at Islam 
mempunyai tugas menerima laporan dan pengaduan masyarakat 
serta penanganan pelanggar Qanun Syari’at Islam yang bersifat 
non justisi.  
6). Bidang Hubungan antar Lembaga mempunyai fungsi: 
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja hubungan antar 
lembaga. 
b. Pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler dan hubungan antar 
lembaga. 
c. Pelaksanaan pengelolaan informasi, data dan pemeliharaan situs atau 
website. 
d. Pelaksanaan sosialisasi, pelayanan informasidan komunikasi. 
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pembinaan kelembagaan. 
f. Pelaksanaan rapat koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. 
g. Pelaksanaan kemitraan dan kebersamaan dalam pelaksanakan tugas. 
h. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler. 
i. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit 
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga. 
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j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala 
satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(1) Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas 
melaksanakan perencanaan pengembangan kelembangan.  
(2) Seksi Koordinasi dan Kerjasama mempunyai tugas 
merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.  
(3) Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan 
kegiatan pengumpulan dan penyampaian bahan informasi dan 
pelaksanaan hubungan masyarakat. 
4.2  Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Dan Wilayatul Hisbah 
( WH) Provinsi  Aceh Dalam Kasus Prostitusi Online 
Tercapainya pemerintahan yang baik merupakan orientasi dari paradigma 
Good Governance. Dalam dokumen United Nation Development Program (UNDP: 
2004), kata Good Governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, 
dimana UNDP mengemukakan bahwasannya ada 9 (sembilan) prinsip dari Good 
Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik yaitu yang pertama, Partisipasi 
(keikutsertaan) kedua, Tansparansi (keterbukaan) ketiga, Kepastian Hukum keempat, 
Responsif (tanggapan) kelima,  Konsensus (kesepakatan) keenam, Kesetaraan 
ketujuh, Efektif dan Efesien kedelapan, Akuntabilitas (pertanggungjawaban), dan 
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kesembilan, Visi Strategis. Pada 9 (sembilan) prinsip tersebut merupakan tolak ukur 
tercapai atau tidaknya Good Governance (pemerintahan yang baik).45 
Untuk mengetahui tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 
Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh dalam kasus prostitusi online, peneliti 
menggunakan 9 (sembilan) prinsip Good Governance yang dikemukakan oleh 
UNDP: 
4.2.1 Partisipasi 
Partisipasi merupakan keikutsertaan, keterlibatan, turun tangan, atau ikut 
andilnya seseorang dalam sebuah permasalahan, seperti memberikan pendapat untuk 
sebuah keputusan dan solusi dengan maksud dan tujuan bersama. Pembuktian 
bahwasanya lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah 
(WH) telah berpartisipasi salah satunya adalah dalam mewujudkan visi wali kota 
Banda Aceh yaitu “Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syari’at” yang mana di 
dalamnya termasuk tatanan Syari’at Islam (agama), ekonomi dan pendidikan yaitu 
disampaikan pada program Wali Kota Menjawab, adanya data dari Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) kasus pelanggaran Syari’at 
Islam dari tahun 2015 mencapai 228 kasus sampai dengan 2017 turun menjadi 183 
kasus.46 Data tersebut membuktikan bahwasanya lembaga Satuan Polisi Pamong 
                                                             
45 Abdul Rahman Nur, Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuu, (Banda Aceh: Guapedia, 
2018), hal. 27 diakses pada tanggal 20 Maret 2018, dari situs: https://books.google.co.id. 
46  Afrizal, Program Banda Aceh Gemilang Mulai dinikmati Warga Kota, Juni 2018, diakses 
pada tanggal 26 juli 2019, dari situs: https://bandaacehkota.go.id/berita/10077/program-banda-aceh-
gemilang-mulai-dinikmati-warga-kota.html. 
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Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) berpartisipasi dan mendukung program 
dari wali kota terutama dalam pelaksanaan Syari’at Islam. Selanjutnya, adanya 
keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan 
di gampong. Seperti yang disampaikan oleh Marzuki kasi Operasional Wilayatul 
Hisbah (WH) Provinsi Aceh pada bidang Pengawasan Syari’at Islam: 
“Kalau partisipasi dari masyarakat tentu ada, karena yang namanya 
masyarakat sangat mendukung pelaksanaan Syari’at Islam, tetapi dari 
sisi onlinennya masyarakat banyak keterbatasan. Artinya jika ada 
yang memakai aplikasi atau secara online aparatur hanya mendapat 
aduan dari masyarakat bahwasanya situs ini, atau aplikasi ini 
menyediakan layanan prostitusi online. Tetapi untuk tahap sadap-
menyadap itu tidak bisa dilakukan oleh masyarakat dan beberapa dari 
masyarakat juga banyak yang gagap teknologi (gaptek). Serta tidak 
ada larangan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam 
pelaksanaan Syari’at Islam, terlebih dalam kasus prostitusi online. 
Bahkan di dalam Qanun Nomor 8 tahun 2014 dibutuhkan partisipasi 
masyarakat dan dibutuhkan partisipasi keluarga dalam mendukung 
aspek-aspek pelaksanaan Syari’at Islam. Bahkan berhasilnya suatu 
pemerintahan karena adanya dukungan dari masyarakat”.47 
 
Dari hasil pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaan Syari’at Islam, berupa laporan yang memudahkan 
pihak berwajib seperti kepolisian juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 
Wilayatul Hisbah (WH) untuk melakukan penyidikan. Sebab berhasilnya suatu 
pemerintahan karena ada dukungan dari pihak masyarakat. Hal senada juga 
disampaikan oleh Khalida Elyani yang berasal dari bidang Penegakkan Perundang-
Undangan Daerah. Beliau mengemukakan bahwa: 
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“Banyak sekali keterlibatan dari masyarakat, seperti misalnya FPI 
(Front Pembela Islam), BAM (Badan Anti Maksiat) setiap gampong 
untuk melaksanakan pengawasan Syari’at Islam. Pengaduan 
masyarakat tentang keresahan yang dialami adanya prostitusi itu, 
tetapi kalau sampai ketahap prostitusi online, dibagian onlinenya 
msayarakat cenderung kurang paham. Sejauh ini banyak yang 
mengadu tentang keresahan masyarakat pada bagian hotel dan tempat-
tempat penginapan yang bisa direalisasikan perbuatan hina itu”.48 
Selanjutnya tanggapan dari masyarakat mengenai keikutsertaan atau 
keterlibatan mereka dalam kasus prostitusi online, yang disampaikan oleh SY selaku 
masyarakat yang bertempat tinggal atau berkediaman dekat dengan lokasi tempat 
penangkapan para pelaku prostitusi online, yaitu Gampong Lambhuk. Ada beberapa 
model keikutsertaan masyarakat dalam penanganan kasus prostitusi online, salah 
satunya adalah seperti yang dikemukakan SY di bawah ini: 
“Keikutsertaan masyarakat dalam penanganan kasus prostitusi online 
hanya sebatas melaporkan kepihak yang berwajib atau memakai 
qanun adat, dan tidak ada larangan bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam penanganan kasus prostitusi online, terkecuali 
main hakim sendiri seperti memukul dan lain sebagainya yang 
membahayakan si pelaku”.49 
Dari ketiga hasil wawancara di atas peneliti dapat disimpulkan bahwa pada 
prinsip partisipasi (keikutsertaan) masyarakat dalam kasus prostitusi online atau 
dalam pengawasan Syari’at Islam terjalin baik dan sangat membantu pihak Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam menerima 
informasi yang mereka butuhkan.  
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4.2.2 Transparansi 
Transparansi adalah keterbukaan informasi dari suatu lembaga, tujuan 
diadakannya transparansi atau keterbukaan, agar aparatur yang berada disuatu 
lembaga tersebut dapat mempertanggungjawabkan apa saja yang telah mereka 
lakukan, dengan adanya transparansi atau keterbukaan maka masyarakat dapat 
mengakses atau mendapat informasi yang diinginkan. Namun sebaliknya, jika 
transparansi atau keterbukaan tidak diterapkan disuatu lembaga, maka masyarakat 
akan menilai buruk lembaga tersebut sebab tidak mendapatkan informasi yang 
mereka inginkan. Seperti hasil wawancara dengan Marzuki Kasi Operasional 
Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh pada bidang Pengawasan Syari’at Islam 
bahwa: 
“Hukum cambuk yang direalisisasikan untuk para pelaku prostitusi 
online berlokasi di Banda Aceh, 2 (dua) kasus di Banda Aceh kemudian 
ada satu kasus di Aceh Besar. Di Aceh Besar eksekusi hukum cambuk 
berada di Jantho sedangkan di Banda Aceh berada di Gampong Rukoh. 
Pada pihak kepolisian memang lebih banyak mencari penyedia fasilitas 
prostitusi online atau yang biasa disebut dengan “mucikari”, kalau 
yang pengguna sebenarnya dicari juga, karna jika misalnya ditangkap 
di hotel, pada kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian itu memang 
targetnya mucikari (penyedia fasilitas). Pihak kepolisan juga Satpol PP 
dan WH itu sering melakukan penyamaran, menjadi semacam 
menjebak sebagai pengguna. Itu mereka dijaga identitasnya dan tidak 
bisa dilakukan penangkapan, atau disebarluaskan informasinya karena 
dalam keadaan menjalankan tugas, seperti intel”.50 
Dalam wawancara ini peneliti hanya menemukan informasi  mengenai bahwa 
adanya dua kali penangkapan prostitusi online di Kota Banda Aceh dan satu kali 
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penangkapan di Aceh Besar. Tetapi peneliti tidak menemukan data mengenai berapa 
orang yang menjadi pelaku prostitusi online pada penangkapan pertama dan 
penangkapan kedua yang terjadi dalam tahun yang sama. Kemudian, Marzuki 
mengemukakan bahwa pemakai layanan prostitusi online yang tidak ada 
informasinya akan dikenakan sanksi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum 
Jinayat adalah sebuah kerahasiaan yang dijaga jika pemakai layanan tersebut (intel) 
sebatas hanya melakukan tranksaksi, memata-matai dan mengikuti sipelaku sampai 
pada tempat kejadian perkara (TKP). Selanjutnya Khalida Elyani menjelaskan 
bagaimana tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah 
(WH) Provinsi Aceh dalam menangani kasus prostitusi online pada hasil wawancara 
di bawah ini: 
“Salah satunya melakukan pengawasan, biasanya prostitusi online itu 
dilakukan ditempat-tempat penginapan dan pengawasan itu dilakukan 
oleh bidang Pengawasan Syari’at Islam yang sebelumnya telah dimata-
matai. Penyelidikan itu ada 4 (empat) yaitu interview, memata-matai 
atau pembuntutan, penyamaran, setelah itu jika sudah mendapatkan 
cukup bukti lalu sudah melakukan pengawasan ketempat-tempat yang 
kira-kira diduga adanya prostitusi online. Seperti hotel dan tempat-
tempat penginapan lainnya akan dilakukan pengawasan, memang 
pemilik hotel dan penginapan kadang-kadang mereka tidak tahu akan 
terjadinya prostitusi, bisa saja yang memesan kamar tersebut laki-laki 
atau perempuan, sekarangpun gampang melalui handphone 
menginformasikannya dan nantinya akan datang temannya menyusul. 
Seterusnya, jika memang benar terjadi prostitusi online maka akan 
dilakukan penyidikan, dihadirkan saksi-saksi, dikumpulkan barang-
barang bukti seperti penyitaan terhadap cctv, handphone, dll”.51 
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Setelah dilakukannya penyelidikan terhadap sesuatu yang dianggap 
mencurigakan, dikumpulkan barang-barang bukti, serta dihadirkan saksi-saksi 
maka akan diinformasikan kepada jaksa. Seperti yang disampaikan dalam 
wawancara di bawah ini: 
Setelah itu segera diinformasikan kepada kejaksaan bahwa akan 
dilakukan penyidikan dengan surat pemberitahuan dimulainya 
penyidikan (SPDP). Kalau Satpol PP dan WH  Aceh adalah tingkat 1 
(satu) yaitu tingkat provinsi, dan akan diberikan SPDPnya ketingkat 
kejaksaan tinggi. Jadi mengenai informasi pemberi layanan atau 
pemakai layanan prostitusi online itu tergantung dinamika terjadinya 
kasus tersebut, mungkin pada saat penangkapan para pemakai layanan 
belum sempat melakuan perbuatan itu berarti mereka tidak bisa 
diberikan sanksi beda halnya dengan pemberi layanan dengan bukti-
bukti yang ada maka dia bisa dikenakan sanksi”.52 
Mengenai transparansi atau keterbukaan informasi pemakai layanan yang 
dijelaskan Marzuki dan Khalida Elyani adanya kesamaan pendapat yaitu memang ada 
bagian-bagian tertentu yang dirahasiakan dan tidak bisa dijadikan konsumsi publik, 
seperti aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) 
yang bertugas sebagai mematai-matai pelaku prostitusi online, sebab jika 
disebarluaskan akan mengancam personal aparatur dari lembaga tersebut. Beda 
halnya dengan pemahaman masyarakat seperti hasil wawancara SY di bawah ini: 
“Yang kami ketahui banyak dari pemakai layanan tidak 
dikenakan sanksi, agak sedikit kecewa karna kami tidak 
mengetahui kenapa mereka tidak dikenakan sanksi hukuman 
cambuk. Mengenai lokasi hukum cambuk itu berada di masjid 
rukoh bagi pelaku yang menyediakan. Dalam pemberian sanksi 
terhadap tersangka masyarakat tidak ikut terlibat, palingan 
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cuma menyaksikan cambuk, dan akan kami tangani jika memakai 
hukum adat, jika tidak ya ditangani oleh pihak yang berwajib”.53 
Dari ketiga hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan transparansi yang 
dijalani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) 
masih belum terpenuhi dengan baik, sebab peneliti masih belum menemukan 
informasi mengenai berapa pelaku yang tertangkap pada dua kali penangkapan 
seperti yang diungkapan dalam wawancara Marzuki di atas. Kemudian, masyarakat 
masih belum paham akan kerahasiaan suatu lembaga yang tidak dapat diinfomasikan 
atau disebarluaskan, dan masyarakat juga menginginkan yang berada di tempat 
kejadian perkara (TKP) sebagai pemakai layanan prostitusi online harus dikenakan 
sanksi cambuk tanpa mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. 
4.2.3 Kepastian Hukum 
Kepastian ukum sama halnya dengan suatu negara yang memiliki aturan yang 
akan mengawasi orang-orang yang bertempat tinggal di dalam negara tersebut untuk 
taat dan tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan. Seperti yang disampaikan 
Marzuki mengenai dasar hukum atau sanksi qanun yang dikenakan kepada pelaku 
prostitusi online: 
“Di dalam Qanun Jinayat itu ada Qanun Nomor 6 tahun 2014 
pada pasal 23, 25 dan 33 tentang zina, di dalam qanun tersebut 
tidak disebutkan namanya prostitusi online tetapi di dalam 
pasal 23 ayat 2, kemudian pasal 25 ayat 2, kemudian pasal 30 
ayat 2 tentang fasilitasi, memfasilitasi, perbuatan khalwat, 
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dilarang memfasilitasi perbuatan ikhtilat, juga dilarang 
memfasilitasi perbuatan zina. Dalam Qanun Jinayat dan Acara 
Jinayat, salah satu alat bukti itu adalah alat bukti elektronik”.54 
Berdasarkan dasar hukum di atas yang menyoalkan permasalahan prostitusi 
online sebenarnya termasuk dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum 
Jinayat tetapi, berbeda bahasa pada sebutan untuk kasus ini, di dalam qanun di atas 
biasa dikenal dengan sebutan zina. Dalam menangani kasus prostitusi online ada 
keterkaitan antara kepolisiaa, Satpol PP dan WH seperti yang disampaikan dalam 
wawancara di bawah ini: 
“Di dalam beberapa kasus yang ditangani oleh polisi yang 
bekerjasama dengan kita (Satpol PP dan WH), prostitusi online 
itu merupakan yang dicari salah satunya alat bukti elektronik. 
prostitusi atau prostitusi online itu sebenarnya menjadi 
Undang-Undang Nasional, di samping Undang-Undang ITE 
menjadi salah satu dasar penanganan bagi polisi dalam kasus-
kasus prostitusi online, judi online dll. Dalam Qanun Aceh 
penanganan kasus ini ada keterkaitan kedua belah pihak yang 
berwajib, yaitu kepolisian dan PPNS. PPNS itu adalah aparatur 
yang berada di Satpol PP dan WH”.55 
Mengenai pengurangan angka prostitusi online ada beberapa aspek yang 
meliputi agar pengurangan tersebut dapat direalisasikan, seperti yang dikemukakan 
dalam hasil wawancara di bawah ini: 
“Berbicara mengenai mengurangi angka prostitusi online ada 
aspek lain, seperti aspek pengawasan petugas, kemudian aspek 
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pengawasan masyarakat. Dari petugas Satpol PP dan WH juga 
ada 2 (dua) aspek, yang pertama aspek preventif (pencegahan). 
Dalam aspek preventif (pencegahan) yang dilakukan Satpol PP 
dan WH adalah seperti razia, pengawasan, patroli dan 
sebagainya. Aspek ini juga merupakan pencegahan untuk 
bertambahnya prostitusi, khalwat dan ikhtilat. Kedua Aspek 
represif (penindakan) juga dilakukan oleh Satpol PP dan WH, 
berupa melakukan pemberkasan pada kasusus prostitusi atau 
kasus-kasus yang melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pada 
Pasal 23, 25 dan 33 tentang Zina”.56 
Penetapan sanksi untuk para pelaku prostitusi online akan dilakukan sesuai 
dengan aturan yang  berlaku. Ada beberapa jenis sanksi yang diberikan kepada yang 
bersangkutan, seperti hasil wawancara yang disampaikan di bawah ini: 
“Sanksi yang diberikan kepada pelaku prostitusi online adalah 
sesuai Qanun ada tiga yaitu berupa cambuk, kurungan badan, 
membayar denda. Dari beberapa kasus yang sudah dilakukan 
eksekusi cambuk bagi mereka para pelaku prostitusi online, 
namun bahasa di dalam qanun bukanlah prostitusi online tetapi 
zina. Semua yang melanggar Qanun Nomor 6 tahun 2014 sudah 
di cambuk, menyangkut dengan aturan perihal semua yang 
melanggar Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tanpa terkecuali”.57 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mengenai 
prostitusi sudah diterapkan di dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum 
Jinayat. Namun bahasanya tidak prostitusi tetapi zina. Dalam kasus prostitusi online 
sanksi yang diberikan untuk para pelaku sudah dijalankan sesuai aturan dan untuk 
pengurangan angka prostitusi online dilakukan dengan 2 (dua) aspek, yaitu aspek 
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preventif (pencegahan) seperti melakukan pengawasan dan menerima laporan dari 
masyarakat juga aspek represif (penindakan), pada aspek ini Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Wilayatul Hisbah turun ke lapangan atau tempat kejadian perkara (TKP). 
Hal yang sama juga disampaikan Khalida Elyani dalam hasil wawancara di bawah 
ini: 
“Dasar Hukumnya yang pertama Qanun Nomor 6 tahun 2014 
tentang Hukum Jinayat, kemudian Qanun Nomor 7 tahun 2013 
tentang Hukum Acara Jinayat ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Aceh”.58 
Dasar hukum di dalam wawancara di atas merupakan acuan dalam 
penanganan kasus prostitusi online. Dalam peningkatan atau menurunnya angka 
prostitusi online dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menyikapi bahwasanya 
prostitusi itu dilarang, sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini:  
“Untuk melihat menurun atau meningkatnya prostitusi online 
itukan tergantung kepada bagaimana masyarakat menyikapi 
bahwa prostitusi itu dilarang. Dilarang oleh hukum, dilarang 
oleh negara bahkan juga dilarang oleh agama. Jadi Satpol PP 
dan WH Aceh melaksanakan qanun yang telah ditetapkan 
melalui pengawasan dan sosialisasi. Pihak Satpol PP dan WH 
mensosialisasikan masyarakat tentang adanya qanun yang 
melarang terjadinya prostitusi online. Prostitusi itu sebenarnya 
sudah ada dari dulunya tetapi tidak muncul kepermukaan, 
mengenai banyak atau tidaknya pihak Satpol PP dan WH tidak 
bisa menghitungnya dulu, sekarang sudah terlihat banyak 
kenapa? Karena sekarang Aceh sudah memiliki qanun, Satpol 
PP dan WH sudah melakukan sosialisasi dan pengawasan, dan 
dalam pengawasan itu ternyata ditemukan banyak prostitusi 
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atau mungkin ternyata ada prostitusi. Tetapi, menurun atau 
meningkat belum bisa dipastikan karena qanun itu baru 
diberlakukan tahun 2015, dan kasus prostitusi online juga 
baru-baru terjadi sehingga belum bisa dibandingkan naik atau 
turunnya angka prostitusi online. Jadi dalam kurun waktu 
beberapa tahun setelah tahun 2015 barulah terjadi prostitusi 
online”.59 
Belum ada hasil untuk menilai bahwasanya prostitusi online meningkat atau 
menurun. Sebab kasus ini terjadi beberapa tahun lalu yaitu pada tahun 2018, 
sebelumnya tidak pernah ada terjadi kasus prostitusi online tetapi hanya prostitusi 
saja. Kemudian pada kasus ini lebih wajib ditangani oleh pihak kepolisian, 
sebagaimana yang disampaikan dalam hasil wawancara di bawah ini: 
“Pada Satpol PP dan WH belum ada kasus prostitusi online 
yang dinaikkan sampai ketahap eksekusi. Sedangkan beberapa 
tahun kebelakang itu yang menangani adalah pihak kepolisian. 
Karena yang wajib melakukan penyelidikan tidak hanya PPNS 
saja tetapi pihak kepolisian juga, prostitusi online ini lebih 
cenderung wajib ditangani oleh pihak kepolisian karena pada 
dasarnya pihak kepolisian juga berwenang dalam penyelidikan 
barang elektronik, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pihak 
kepolisian, contohnya seperti sadap. Untuk pihak Satpol PP 
dan WH belum mempunyai kewenangan dibagian itu, kecuali 
pada saat penangkapan Satpol PP dan WH menemukan 
barang bukti elektronik, seterusnya hanya bisa melakukan 
penyidikan tetapi tidak untuk penyelidikan. Seterusnya, di 
dalam qanun ada 3 (tiga) sanksi yaitu berupa cambuk, 
kurungan badan, dan denda, yang memutuskannya adalah 
hakim”.60 
Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa kepastian hukum (hukum 
yang telah ditetapkan) dalam kasus prostitusi online di Kota Banda Aceh itu banyak, 
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salah satunya adalah Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Lalu, 
mengenai pengurangan angka prostitusi online beda halnya yang disampaikan oleh 
Marzuki diatas dengan mengungkapkan ada 2 (dua) aspek yang dapat mengurangi 
angka prostitusi online dan beliau tidak menyampaikan prostitusi online di Banda 
Aceh semakin hari semakin berkurang atau tidak. Tetapi yang disampaikan Khalida 
Elyani belum bisa dibandingkan karna munculnya prostitusi online di Banda Aceh 
merupakan kasus baru yang lebih kekinian.  
“Biasanya untuk tahap gampong, semua permasalahan bisa 
ditangani dengan hukum adat jika tidak ingin dinaikkan 
permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib misalnya pihak 
kepolisian atau Satpol PP dan WH. Tetapi dalam pemberian 
sanksi untuk pelaku prostitusi online yang beberapa tahun 
kemarin itu ditangani oleh pihak yang berwajib. Berupa 
cambuk, tetapi yang kami ketahui beberapa dari penyedia 
saja yang di cambuk, untuk pemakai layanan tersebut tidak 
tahu ada dicambuk atau tidak, Karena informasinya tidak 
kami dapatkan”.61 
Pernyataan di atas yang disampaikan oleh masyarakat kepastian hukum sudah 
ada, jika dasar hukum tersebut tidak bisa direalisasikan sebab pihak-pihak keluarga 
setuju kasus tersebut tidak dinaikkan ke pihak yang berwajib, maka akan digunakan 
hukum adat. Masyarakat juga mengungkapkan bahwa mereka memiliki keterbatasan 
informasi yang mereka dapatkan mengenai pemakai layanan prostitusi online. 
Padahal, seperti pembahasan di atas tadi ada yang bersifat rahasia tidak boleh 
disebarluaskan sebab ada aparatur yang menyamar sebagai pemakai untuk memata-
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matai ataupun para pemakai layanan prostitusi online pada saat penangkapan belum 
dalam keadaan merealisasikan perbuatan hina itu. 
4.2.4 Responsif 
Responsif adalah menanggapi atau memberi tanggapan. Pada pemerintahan 
wajib adanya tanggapan, pemerintahan wajib membaca keperluan atau kebutuhan 
masyarakat yang menjadi tujuan dari kesejahteraan. Dalam menanggapi kebutuhan 
masyarakat maka ada tata kelola pemerintahan yang baik agar tujuan 
mensejahterakan masyarakat tercapai. Tanggapan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh mengenai permasalahan prostitusi 
online adalah tetap mengacu pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum 
Jinayat dan langsung menindaklanjuti. Namun, tidak banyak yang dapat dilakukan 
oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Aceh, hanya sebatas mengawasi dan 
pada saat merealisasikan sanksi berupa cambuk, kurungan badan atau membayar 
denda. Selebihnya pihak kepolisian yang wajib berwenang sebab mereka memiliki 
fasilitas mengenai sadap menyadap handphone sedangkan Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh tidak memiliki fasilitas itu. Seperti yang 
disampaikan Marzuki dalam hasil wawancara di bawah ini: 
“Kalau aturan atau tata kelola yang Satpol PP dan WH 
lakukan sekarang yang pertama dari sisi hukum pihak Satpol 
PP dan WH harus tetap mengacu pada Qanun Nomor 6 tahun 
2014 tentang Hukum Jinayat. Kemudian dalam sisi formilnya 
(hukum acaranya) Satpol PP dan WH menggunakan Qanun 
Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Setelah 
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itu, dari aspek penindakan, dari aspek penyelidikan dan aspek 
pengawasan juga Satpol PP dan WH juga banyak Qanun lain 
yang mengamanahkan kepada Satpol PP dan WH dalam 
rangka pengawasan Qanun-Qanun Syari’at Islam, seperti pada 
Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari’at 
Islam, kemudian ada Qanun tentang STOK (Struktur 
organisasi) Satpol PP dan WH, dan banyak qanun-qanun yang 
bersifat teknis internal Satpol PP dan WH berupaya untuk 
aspek-aspek pencegahan”.62 
Untuk informasi yang tidak disebarluaskan ke media sosial maupun media 
cetak mengenai pemakai layanan prostitusi online itu karena adanya strategi dari 
Satpol PP dan WH dalam penyelidikan kasus tersebut, seperti yang disampaikan 
dalam hasil wawancara berikut ini: 
“Pada Satpol PP dan WH, terkhusus dalam kasus prostitusi 
online pada sisi petugas (intel) tidak termasuk pelanggaran 
sebab sedang menjalankan tugas. Tetapi, untuk pihak-pihak 
yang lain misalnya pada pihak hotel, Satpol PP dan WH 
memberi nasehat yang bertujuan untuk mengurangi prostitusi 
online. Dilakukannya penyelidikan atau penangkapan itu bisa 
jadi berdasarkan laporan masyarakat, dan ada juga pihak 
Satpol PP dan WH melakukan penyidikan yang biasa. Pada 
tindakan preventif (pencegahan) dan pengawasan biasa itu 
sudah bisa dikatakan mengurangi prostitusi online di Banda 
Aceh, karena dapat mengurangi kesempatan orang yang akan 
melanggar Qanun tentang zina tadi”.63 
Dalam pengurangan angka prostitusi online Marzuki menyampaikan bahwa 
adanya pengurangan pada angka prostitusi online. Kemudian, Marzuki juga 
memberikan informasi mengenai prostitusi yang terjadi secara ofline juga cukup 
banyak terjadi, sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini: 
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“Jika dalam pengurangan, dapat dikatakan pengurangan itu 
ada. Melihat ada perbandingan misalnya pada kasus yang 
telah terjadi, ada tiga kasus yang bersifat prostitusi online dan 
sebenarnya yang ofline juga cukup banyak, jadi yang kemudian 
ofline, door to door, face to face, person to person itu lebih 
banyak sebenarnya. Sekarang mudah, jika ingin melakukan 
penyelidikan tinggal instal saja aplikasi yang mereka sering 
gunakan misalnya “bigo live”, tetapi mengingat sekarang 
pergerakan mereka para pelanggar qanun yang semakin hari 
semakin canggih sehingga perbuatan mereka cukup rapi agar 
tidak diketahui oleh pihak yang berwajib. Maka dari itu perlu 
beberapa dari pihak aparatur Satpol PP dan WH 
berkecimpung di dalamnya  untuk melakukan penyelidikan, 
karna kalau dilihat dari sisi agama ini termasuk larangan, 
tetapi dari sisi aturan negara untuk penyidik dibolehkan 
dengan ketentuan yang telah berlaku bukan untuk menikmati 
itu”.64 
 Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola Satpol PP dan 
WH pada prinsip responsif yang dilakukan dalam kasus prostitusi online sudah sesuai 
dengan yang seharusnya mereka bertindak, mulai dari pengawasan, penyelidikan 
sampai ketahap pemberian sanksi, berjalan dengan baik. Itu cukup membuat 
kesempatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara dan 
agama tersebut menjadi berkurang. 
Hal senada juga disampaikan oleh Khalida Elyani dalam hasil wawancaranya, 
bahwa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik pada Satpol PP dan 
WH mengenai kasus prostitusi online adalah salah satunya dengan menerima laporan 
dari masyarakat, lebih bagusnya lagi laporan itu diterima pada saat sedang dicurigai 
tidak sudah terjadi. Kemudian, banyak masyarakat yang membantu dalam 
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menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik melalui membentuk beberapa ormas-
ormas yang sangat membantu Satpol PP dan WH dalam pengawasan Syari’at Islam, 
seperti yang di sampaikan Khalida Elyani dalam hasil wawancara dibawah ini: 
“Jadi kita sama-sama mengajak masyarakat untuk 
berpartsispasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik melalui memberi informasi mengenai prostitusi online 
misalnya, artinya begini masyarakat harus cepat tanggap, 
jangan sampai laporan yang diterima sesudah kasus itu terjadi 
tetapi alangkah baiknya jika laporan itu kita terima sebelum 
terjadi atau pada saat mereka sedang ingin memulai atau ketika 
sedang dicurigakan. Tapi kebanyakan dari masyarakat banyak 
yang menunggu perbuatan itu terjadi dan ada sebagian dari 
masyarakat takut untuk melaporkan sebab takut dijadikan 
sebagai saksi”.65 
Untuk kasus prostitusi online diharapkan kerjasama masyarakat dalam 
memberikan informasi kepada pihak yang berwajib sebelum terealisasinya perbuatan 
hina itu atau sampaikan laporan itu pada saat dicurigai. Kemudian, mengenai 
tanggapan masyarakat tentang terjadinya kasus prostitusi online adalah masyarakat 
kesal atau marah, sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini: 
“Tanggapan masyarakat yang pertama dalam kasus ini ya 
masyarakat marah, kemudian masyarakat ingin pihak Satpol PP 
dan WH lebih kuat lagi untuk bergerak dan turun ke lapangan, 
untuk mengawasi tempat-tempat penginapan. Seterusnya juga 
dibutuhkan kerjasama masyarakat dalam mengawasi dan 
memberi informasi, seperti sekarang ada BAM (Badan Anti 
Maksiat) contohnya pada Gampong Jeulingke. BAM ini 
dianggotai oleh pemuda gampong tersebut dan jika ada 
terjadinya prostitusi online merekalah yang bergerak bukan lagi 
siskamling, tetapi khusus pada badan iu. Mereka preventif 
(pencegahan), jadi ketika sesuatu yang mencurigai adanya 
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prostitusi online mereka langsung bergerak. Selanjutnya kita 
juga ada FPI (Front Pembela Islam), mereka juga sangat aktif, 
pada malam hari melakukan patroli”.66 
Terbentuknya ormas-ormas yang menolong mengawasi terjadinya 
penyimpangan di tengah-tengah masyarakat sangat membantu Satpol PP dan WH 
Provinsi Aceh dalam pelaksanaan Syari’at Islam. Salah satu ormas-ormas yang 
membantu pelaksanaan Syari’at Islam adalah Front Pembela Islam (FPI) seperti yang 
dikemukakan oleh Khalida Elyani dalam hasil wawancara di bawah ini: 
“Satpol PP dan WH juga sangat terbantu dengan kehadiran 
ormas-ormas seperti ini, laporan-laporan juga banyak yang 
diterima dari mereka. Kalau FPI itukan tidak bisa menaikkan 
kasus, jadi mereka hanya bisa melaporkan dan yang memberi 
tindakan adalah Satpol PP dan WH, karena Satpol PP dan WH 
punya payung hukum tersendiri sedangkan FPI sama dengan 
masyarakat. Selain laporan, masyarakat punyak hak untuk 
mengusir jika benar terjadinya prostitusi online. Ini merupakan 
sebuah qanun adat dan bukan merupakan main hakim sendiri, 
qanun adat itu salah satunya bisa menyelesaikan masalah 
dengan cara mengusir, itu ada dalam Qanun Nomor 9 tahun 
2008 tentang Lembaga Adat. Disini ada disebutkan seperti 
perselisihan adat istiadat, sanksinya berupa nasehat, teguran, 
pernyataan maaf, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan, dan 
dikeluarkan dari masyarkat gampong.”67 
Jadi pernyataan di atas sangat jelas bahwa tanggapan masyarakat dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sangat antusias, mulai dari 
pemberian laporan, membentuk ormas-ormas yang sangat membantu dalam 
melaksanakan pengawasan masyarakat sampai turun kelapangan mencari informasi 
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walaupun mereka tidak berwenang dalam pemberian sanksi. Tetapi sangat 
disayangkan jika ada sebagian masyarakat dengan sengaja tidak melaporkan hanya 
karena takut dijadikan sebagai saksi. Karna yang kita ketahui bahwasanya seseorang 
yang memberikan informasi mengenai suatu permsalahan akan mendapat 
perlindungan dari pihak yang berwajib, jadi tidak perlu takut. 
“Prostitusi atau zina itu sebenarnya sudah lama terjadi, tetapi 
kalau prostitusi online itu baru kami ketahui setelah 
informasinya disebarluaskan, lagi pula mereka melakukan 
perbuatan itu pada hotel dan tempat-tempat penginapan yang 
berbintang lima, terus menggunakan aplikasi yang ada di 
handphone juga sangat terselubung sehingga banyak dari 
masyarakat tidak mengetahui gerak-gerik mereka. Terkecuali 
mereka melakukannya dirumah-rumah atau sekitaran kediaman 
masyarakat, mungkin kami akan lebih peka dengan kejadian 
tersebut. Tetapi, kami juga akan berusaha membantu pihak-
pihak yang berwajib untuk memberikan laporan atau informasi 
yang kami dapat”.68 
Dalam wawancara di atas disampaikan bahwa prostitusi itu sudah lama terjadi 
tetapi pada tahap prostitusi online baru terjadi dalam beberapa tahun kebelakang ini. 
Kemudian, mengenai tanggapan masyarakat tentang permasalahan prostitusi online 
adalah sangat meresahkan kehidupan masyarakat, seperti yang disampaikan dalam 
hasil wawancara di bawah ini: 
“Tanggapan masyarakat mengenai kasus prostitusi online ini 
sangat resah, masyarakat takut akan bagian dari keluarga 
mereka berbaur pada perbuatan yang tidak baik tersebut. Karna 
yang kita dengar-dengar mucikarinya itu mencari para 
pekerjanya itu dengan rayuan yang sangat membuat terpengaruh 
seseorang menjadi ikut serta dalam perbuatan tersebut. 
Selanjutnya kasus ini dapat memalukan marwahnya Aceh yang 
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dikenal dengan Syari’at Isamnya. Untuk efek jera kepada pelaku 
itu tergantung orangnya juga, ada orang yang mungkin baru 
mencoba-coba melakuan perbuatan tidak baik tersebut mungkin 
ada efek jeranya. Tetapi untuk orang yang memang mata 
pencahariannya pada lingkup itu, mungkin tidak akan merasa 
jera karena sudah sering dilakukan”.69 
Hasil ketiga wawancara di atas sangatlah sinkron atau serentak. Dimana 
masyarakat ingin membantu pihak yang berwajib begitu juga sebaliknya sangat 
menerima dengan baik informasi yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian, seperti 
kita ketahui terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya respon 
atau tanggapan dari masyarakat untuk membantu mewujudkan tujuan itu. 
4.2.5 Konsensus 
Konsensus adalah sebuah keputusan yang diambil tujuannya secara 
bersamaan, kesepakatan atau dengan cara mufakat. Berkumpul untuk mencari solusi 
yang bertujuan untuk mendapatkan keputusan bersama. Ini dilakukan melalui proses 
tidak dengan mengambil keputusan dari sebelah pihak tetapi dengan kesepakatan 
bersama. Seperti yang disampaikan Marzuki dalam hasil wawancaranya di bawah ini: 
“Pertama, proses penyelidikan oleh petugas, setelah itu 
diserahkan oleh penyidik dan penyidik proses untuk 
pemberkasan, pemberkasan diserahkan untuk jaksa, jaksa nanti 
melakukan penuntutan persidangan, lalu hakim memutuskan 
kemudian jaksa yang melaksanakan, kemudian WH yang 
melakukan pencambukan, jadi Criminal Justice System (sistem 
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keadilan kejahatan) itu semua bekerjasama WH, Polisi, Jaksa, 
Hakim dll, semua ikut terlibat”.70 
Hal senada disampaikan oleh Khalida Elyani, perlu adanya persetujuan dari 
keseluruhan pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan agar tidak ada 
kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, agar sanksi yang diberikanpun 
bersifat adil. Proses pengambilan keputusan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku 
prostitusi online sesuai yang disampai Khalida Elyani di bawah ini: 
“Persetujuan pemberian sanksi terutama eksekutor negara, yaitu 
Jaksa penuntut umum, Algojo, kemudian unsur pengamanan dari 
pihak Satpol PP dan WH serta kepolisian, selanjutnya hakim 
pengawas, dan supaya tidak terjadi pelanggaran cara melakukan 
pencambukan itu”.71 
Ternyata dalam pengambilan keputusan untuk pemberian sanksi terhadap 
pelaku prostitusi online tidak ada campur tangan dari masyarakat. Kemudian, 
masyarakatpun memang tidak mempunyai kewenangan dalam pemberian keputusan 
tersebut. Seperti yang di sampaikan oleh SY dalam hasil wawancaranya di bawah ini: 
“Tidak, mengenai pemberian sanksi untuk para pelaku Prostitusi 
Online tidak ada persetujuan dari masyarakat”.72 
4.2.6 Kesetaraan 
Kesetaraan adalah keadilan atau tidak memandang bulu, terlebih dalam 
pemberian sanksi terhadap seseorang tidak boleh dengan melihat jabatan atau 
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fungsional seseorang, siapapun dia apapun jabatannya jika melanggar hukum maka 
akan tetap diberikan sanksi jika cukup bukti. Seperti yang disampaikan oleh Marzuki 
dalam hasil wawancaranya: 
“Kalau dari sisi jabatan pihak Satpol PP dan WH tidak tahu 
menau, yang jelas jika seseorang melakukan pelanggaran 
terhadap qanun yang berlaku siapapun dia akan tetap ditindak, 
walaupun dia seorang pejabat mau bagaimanapun akan tetap 
ditindak dengan syarat alat buktinya itu cukup. Kalaupun dia 
seorang masyarakat biasa yang melanggar qanun yang berlaku 
dan cukup alat bukti maka akan ditindak juga. Karena di Azas 
qanun yang namanya politic behaviour (perilaku politik) itu 
tetap berlaku untuk kesetaraan”.73 
Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Khalida Elyani dalam hasil 
wawancara di bawah ini. Tidak berpacu pada jabatan sesorang jika yang diberi sanksi 
itu bersalah, melanggar aturan atau tidak taat pada qanun yang telah ditetapkan. 
Kemudian, cukup alat bukti yang bisa kita jadikan penguat untuk diberikan sanksi 
kepada pelaku. Maka, langsung bisa diproses dan dikenakan sanksi sesuai aturan 
yang berlaku. 
“Dalam pemberian sanksi, baik tersangka maupun penyedia 
layanan prostitusi online, tidak melihat dari jabatan seseorang 
tetapi, siapapun dia jika melanggar qanun yang berlaku maka 
akan tetap dikenakan sanksi. Bisa jadi adanya campur tangan 
intel sebagai pemakai, itu merupakan sebuah kerahasiaan yang 
gak bisa dimasukkan kedalam media sosial, karena posisinya 
dia sedang dalam melaksanakan tugas”.74 
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Beda halnya dengan yang disampaikan oleh SY selaku yang mewakili 
masyarakat setempat, dimana SY beranggapan bahwa pemberian sanksi terhadap 
seseorang masih melihat pada jabatan atau fungsional seseorang. Sebab, informasi 
mengenai pemakai layanan prostitusi online tadi tidak ada di media cetak manapun 
yang bisa mereka ambil informasinya. Sesuai yang di sampaikan SY di bawah ini : 
“Ya, menurut saya dalam pemberian sanksi untuk para pelaku 
prostitusi online masih melihat pada jabatan seseorang. 
Masyarakatpun sering bincang tentang ini, kenapa para 
pemakai dari jasa layanan itu tidak diinformasikan di media 
cetak seperti koran dan lainnya, dan masyarakat juga 
bertanya-tanya atau mencurigai apa karna jabatan seseorang 
atau ada faktor lain kami kan tidak tahu dan butuh informasi 
mengenai itu”.75 
 Dalam tanggapan masyarakat di atas perlu dipikirkan kembali, bagaimana 
dalam menjawab pertanyaan masyarakat akan informasi yang mereka ingin ketahui, 
sedangkan informasi tersebut bersifat kerahasiaan. Kemudian, seharusnya ada 
informasi kepastian mengenai pemakai layanan prostitusi online yang tidak 
dikenakan sanksi dengan alasan yang diungkap oleh Marzuki dan Khalida Elyani 
dalam hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa mereka para pemakai layanan 
tersebut mungkin dalam keadaan belum melakukan. Setidaknya mengamankan 
sedikit argument dari masyarakat agar tidak beranggapan yang tidak-tidak. 
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4.2.7 Efektif dan Efesien 
Efektif dan Efesien, efektif adalah mengerjakan suatu pekerjaan dengan benar 
sedangkan efesien adalah mengerjakan suatu pekerjaan dengan memikirkan budget 
yang keluar harus minim dan output atau menghasilkan dengan maksimal. Efesien 
juga bisa dikatakan kegiatan yang dilakukan dengan tepat demi tujuan yang 
diinginkan. Seperti mengenai pemberian sanksi kepada pelaku sudah sesuai dengan 
aturan yang tepat atau tidak, berujuk pada hasil wawancara Marzuki yang 
berpendapat bahwa: 
“Jika kita lihat sekilas, pemberian hukum bagi tersangka sudah 
sesuai yang mana artinya dari aspek-aspek hukum formil dan 
hukum materilnya sudah sesuai. Kalau dari sisi petugas tidak 
melakukan sanksi itu di tempat kejadian perkara (TKP), paling 
kalau mengarah ke prostitusi dan jika tidak terbukti, hanya 
dinasehati. Itu merupakan upaya pencegahan, tetapi dari sisi 
penindakan tetap dilakukan sesuai aturan yang ada, yaitu 
sesuai dengan prosedur mulai dengan penangkapan, 
penanganan sampai dengan tahap diberi sanksi itu sesuai 
dengan aturan dan bukan di tempat kejadian perkara (TKP) 
tetapi sesuai dengan jalur proses”.76 
Dalam wawancara di atas dijelaskan bahwa pemberian sanksi kepada pelaku 
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian, keterbatasan masyarakat 
mengenai tindakan yang dilakukan dalam kasus prostitusi online adalah para pelaku 
sangat tertutup dengan informasi tersebut sebab menggunakan handphone sehingga 
sulit bagi masyarakat untuk bertindak. Seperti yang disampaikan dalam hasil 
wawancara berikut ini: 
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“Kalau dari pihak masyarakat, dengan kasus prostitusi online 
masyarakat susah bertindak, karena mereka terlalu tertutup. 
Sedangkan polisi saja atau aparatur yang berwenang masuk ke 
wilayah itu harus sesuai prosedur dan strategi yang telah 
mereka buat sebelumnya, bukan asal-asalan. karena yang 
dikatakan online itu bukan hanya pada aplikasi WhatsApp, 
Facebook, atau Twitter. Tetapi, masih banyak yang lainnya 
yang menjadi sarana bagi mereka yang melakukan maksiat 
itu”.77 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian sanksi 
sudah tepat karena kembali kepada aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, dinamika 
penyelesaian permasalahan di tempat kejadian perkara (TKP) juga sudah sesuai, jika 
bersalah akan diproses dan jika belum terbukti bersalah atau melakukan perbuatan 
yang dilarang oleh negara dan agama maka akan diberi nasehat saja. 
“Menurut saya dalam pemberian sanksi terhadap pelaku 
prostitusi online sudah sesuai dengan aturan-aturan yang 
berlaku. Pada saat di tempat kejadian pekara (TKP) masih ada 
juga beberapa dari masyarakat yang main hakim sendiri, tetapi 
kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya masyarakat itu, 
namanya juga manusia ya punya sisi emosional yang tinggi 
apalagi mendengar kasus prostitusi online ini. Siapa sih yang 
tidak geram, prostitusi itukan perbuatan yang sangat memalukan 
marwah masyarakat sekitar. Posisi masyarakatpun bisa jadi 
kurang ilmunya atau pendidikannya kurang”.78 
 Beda halnya dengan yang disampaikan oleh Khalida Elyani, di tempat 
kejadian perkara (TKP) masih adanya masyarakat yang main hakim sendiri, akibat 
emosional yang tidak terkontrol. Sangat disayangkan jika perlakuan dari masyarakat 
akan berlanjut seperti itu, sebaiknya pemerintah sering-sering melakukan sosialisasi 
                                                             
77 Hasil Wawancara Marzuki Kasi Operasional Wilayatul Hisbah di bidang Pengawasan 
Syari’at Islam pada tanggal 9 Juli 2019. 
78 Hasil Wawancara Khalida Elyani di bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah pada 
tanggal 9 Juli 2019. 
70 
 
 
 
mengenai larangan main hakim sendiri, karena setiap permasalahan sudah ada 
qanunnya atau sanksi yang diberikan, tidak perlu main hakim sendiri. 
“Sudah, menurut kami para pelaku prostitusi online sudah di 
berikan sanksi yang benar menurut aturan-aturan yang telah 
berlaku. Tetapi ya tadi, kenapa mengenai pemakai layanan 
tersebut tidak ada informasinya, seharusnya mereka juga bisa 
dikenakan hukum cambuk. Kemudian pantas saja masyarakat 
ingin main hakim sendiri jika begini informasinya, tanpa 
kejelasan”.79 
 Pernyataan di atas yang disampaikan SY selaku mewakili masyarakat 
setempat adalah kekecewaan akan kekurangan informasi. Sehingga tidak salah jika 
masyarakat main hakim sendiri katanya. 
4.2.8 Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas atau 
pertanggungjawaban merupakan salah satu faktor penting yang harus dilakukan, jika 
tidak maka tata kelola pemerintahan dinilai buruk dan tidak mencapai tujuan Good 
Governance. Seperti pertanggungjawaban mengenai pemberian sanksi kepada aparat 
Satpol PP dan WH jika tidak memperlakukan pelaku prostitusi online sesuai Qanun 
Nomor 6 tahun 2014 atau aturan yang berlaku, yang disampaikan oleh Marzuki: 
“Satpol PP dan WH  yang dilakukan itu sudah sesuai dengan 
prosedur artinya kalau cukup alat bukti akan diserahkan 
kepenyidik, kalau tidak cukup bukti ya diserahkan kepada 
keluarga, diberi nasehat dan dilakukan pembinaan secara adat 
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atau secara keluarga. Tidak ada yang dilepas jika alat buktinya 
cukup”.80 
 Pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Marzuki tidak ada titik temu 
mengenai jika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) 
Provinsi Aceh tidak memberikan sanksi kepada pelaku sesuai qanun atau aturan yang 
berlaku. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Khalida Elyani jika Satpol PP dan 
WH tidak menindaklanjuti atau tidak memberikan sanksi sesuai Qanun Nomor 6 
tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka pihak Satpol PP  dan WH akan 
dipraperadilan atau akan membayar denda, di dalam qanun biasa disebut dengan 
pembayaran restitusi, seperti yang dijelaskan oleh Khalida Elyani di bawah ini: 
“Sanksi yang diberikan kepada Satpol PP dan WH jika tidak 
memberikan sanksi kepada tersangka sesuai qanun yang berlaku 
adalah bisa jadi dipraperadilan oleh masyarakat, atau nanti 
yang bersangkutan harus membayar kalau di dalam pergub itu 
ada membayar restitusi, tetapi yang membayar tetap negara”.81 
 Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebatas 
memberikan laporan, informasi dan palingan jika kami main hakim sendiri mungkin 
akan dilakukan pembinaan agar masyarakat tidak semena-mena dalam mengambil 
tindakan. Seperti yang disampaikan oleh SY sebagai masyarakat yang mewakili 
keseluruhan: 
 “Yang kami ketahui, dalam penanganan kasus prostitusi online 
adalah pihak kepolisian, Satpol PP dan WH, tetapi lebih banyak 
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pihak kepolisian. Tugas kami sebagai masyarakat mengenai 
kasus prostitusi online adalah yang pertama melakukan 
pengawasan terahadap masyarakat sekitar serta keluarga, kedua 
jika dicurigai adanya kasus prostitusi online maka kami akan 
menasehati dan jika terbukti sudah terjadi kami akan beri 
laporan kepada pihak yang berwajib, bisa jadi kami keluarkan 
juga dari gampong sesuai qanun adat, bahkan juga ada dari 
beberapa masyarakat yang masih main hakim sendiri, nantinya 
juga palingan dikasih nasehat dan pembinaan”.82 
4.2.9 Visi Strategis 
Visi strategis adalah ramalan kedepan, impian atau cita-cita yang bertujuan 
untuk melakukan perbaikan pada suatu yang sudah diselenggarakan. Misalnya pada 
Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sebaiknya ditingkatkan lagi agar 
lebih kekinian untuk menjawab permasalahan prostitusi online, yang mana Qanun 
Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hanya sebagai zina. Seperti hasil 
wawancara Marzuki, beliau mengatakan bahwa: 
“Kita ketahui Qanun Nomor 6 tahun 2014 itu memang sudah 
disahkan dan artinya masih banyak kekurangan-kekurangan 
atau ternyata dalam pengembangan itu ada hal-hal yang baru, 
melihat dari perkembangan teknologi yang semakin hari 
semakin canggih dan yang mana secara di qanun tidak 
dimasukkan. Karena dalam penyusunan qanun tidak menduga 
akan begitu masifnya pelaku maksiat. Sekarang melihat 
perkembangan teknologi yang semakin pesat maka perlu 
adanya pengembangan-pengembangan dan diharapkan ada 
perubahan-perubahan qanun yang bisa membuat hal-hal yang 
lebih kekinian”.83 
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 Harapan yang sama juga timbul pada hasil wawancara bersama Khalida 
Elyani, yang memiliki harapan bahwasanya kedepan akan diadakan penambahan 
qanun mengenai prostitusi online, yang mana semakin hari semakin canggih. 
Kemudian, pemerintah wajib respon atau cepat tanggap dengan keadaan seperti ini 
jangan sampai tertinggal zaman. 
“Untuk sementara belum ada perubahan dan penambahan 
qanun mengenai prostitusi online atau Qanun Nomor 6 tahun 
2014 tetapi kalau Qanun Nomor 14 tahun 2003 itu sudah tidak 
berlaku lagi, karna udah dimasukkan semuanya atau disatukan 
dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014”.84 
Hal yang sama juga disampaikan dalam hasil wawancara ini yaitu adanya 
harapan untuk perubahan qanun atau penambahan qanun mengenai permasalahan 
prostiusi online agar lebih kekinian: 
“Harapan kami masyarakat, untuk mengurangi atau membasmi 
kasus prostitusi online adalah adanya qanun baru yang lebih 
terkini, lalu pengawasan dari pihak yang berwajib harus lebih 
sering dilakukan”.85 
Ketiga hasil wawancara di atas sangat senada, penuh harapan adanya 
penambahan qanun baru atau qanun yang lebih update (lebih mampu untuk 
menegaskan permasalahan prostitusi online), dimana Qanun Nomor 6 tahun 2014 
tentang Hukum Jinayat hanya menyebutkan permasalahan ini sebagai zina bukan 
prostitusi ataupun prostitusi online dan pemeritah wajib mengadakan soialisasi untuk 
menghimbau seluruh masyarakat agar menjaga, mengawasi, dan memberikan arahan 
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kepada seluruh masyarakat terutama adik, abang, kakak, istri, suami atau yang miliki 
hubungan saudara untuk tidak masuk dalam ranah yang memalukan keluarga serta 
Aceh yang menegakkan Syari’at Islam. 
Hasil penelitian di atas yang menggunakan sembilan prinsip Good 
Governance dan dikemukakan oleh UNDP, ternyata dinilai belum baik karena ada 
beberapa prinsip yang tidak terpenuhi yaitu pada prinsip transparansi (keterbukaan) 
peneliti menemukan kesulitan dalam memperoleh data mengenai berapa pelaku yang 
tertangkap pada kasus prostitusi online sebagaimana yang dikatakan oleh Marzuki 
bahwa ada 2 (dua) kali penangkapan. Selanjutnya, pada pihak masyarakat masih 
belum memahami bahwa ada bagian-bagian tertentu yang menjadi kerahasiaan suatu 
lembaga dan tidak bisa diinformasikan melalui media sosial seperti, mengenai 
pemakai layanan prostitusi online yang tidak dikenakan sanksi karena ada beberapa 
dari pemakai yang bertugas untuk memata-matai para pelaku prostitusi online. 
Kemudian, pada prinsip kepastian hukum sebenarnya sudah ada Qanun Nomor 6 
tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menjadi dasar hukum dalam permasalahan 
prostutsi online. Tetapi, berbeda bahasa pada sebutan kasus ini yaitu biasa disebut di 
dalam qanun adalah zina. Selanjutnya, pada prinsip kesetaraan masyarakat masih 
menganggap bahwasanya pada pemberian sanksi kepada pemakai layanan prostitusi 
online masih mempertimbangkan jabatan atau fungsional seseorang. Hal ini muncul 
diakibatkan keterbatasan mengenai informasi pemberian sanksi kepada pemakai 
layanan prostitusi online itu tadi. 
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Pemberkasan 
Skema Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Hukum Jinayat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaku 
diserahkan oleh 
penyidik 
Penyelidikan yang 
dilakukan oleh 
petugas 
Berkas 
diserahkan 
ke jaksa 
Jaksa melakukan 
penuntutan 
Hakim 
memutuskan 
Pemberian 
sanksi (Eksekusi) 
Pencambukan, 
kurungan badan 
atau denda 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
4.3 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas. Peneliti dapat memberikan kesimpulan 
bahwasanya pihak kepolisian lebih wajib menangani permasalahan prostitusi online 
dibandingkan Satpol PP dan WH, sebab fasilitas yang dimiliki kepolisian lebih 
memadai seperti, alat penyadap untuk mengetahui informasi mengenai prostitusi 
online sedangkan Satpol PP dan WH tidak memiliki fasilitas tersebut. lalu pada 
pengukuran tata kelola Satpol PP dan WH dalam kasus prostitusi online yang 
menggunakan prinsip Good Governance dan dikemukakan oleh UNDP:2004, 
ternyata ada beberapa prinsip yang tidak terjalani dengan baik yaitu pada prinsip 
transparansi (keterbukaan), adanya kesulitan dalam memperoleh data mengenai 
berapa pelaku yang tertangkap pada kasus prostitusi online, pada pihak masyarakat 
masih belum memahami bahwa ada bagian-bagian tertentu yang menjadi kerahasiaan 
suatu lembaga dan tidak bisa diinformasikan melalui media sosial. Kemudian, pada 
prinsip kepastian hukum sebenarnya sudah ada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Hukum Jinayat yang menjadi dasar hukum dalam permasalahan prostutsi online. 
Tetapi, berbeda bahasa pada sebutan kasus ini yaitu biasa disebut di dalam qanun 
adalah zina. Selanjutnya, pada prinsip kesetaraan masyarakat masih menganggap 
bahwasanya pada pemberian sanksi kepada pemakai layanan prostitusi online masih 
mempertimbangkan jabatan atau fungsional seseorang. Hal ini muncul diakibatkan 
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keterbatasan mengenai informasi pemberian sanksi kepada pemakai layanan 
prostitusi online itu tadi. Maka dari itu, tata keolola Satpol PP dan WH dinilai belum 
baik karena belum memenuhi kriteria sembilan (9) prinsip Good Governance yang 
dikemukakan oleh UNDP:2004. 
4.4 Saran  
Perlu adanya perubahan qanun atau memperbaharui Qanun Nomor 6 tahun 
2014 tentang Hukum Jinayat agar lebih kekinian yang bertujuan untuk mengurangi 
angka prostitusi online di Banda Aceh. Selanjutnya, pihak Satpol PP dan WH harus 
meningkatkan kinerja agar tata kelola Satpol PP dan WH dinilai baik, salah satunya 
dengan cara mengawasi serta mensosialisasikan bahaya prostitusi online terhadap 
masyarakat Aceh, baik dari gampong ke gampong, sekolah, instansi pemerintah serta 
swasta agar tidak memalukan agama, keluarga serta marwah Aceh yang dikenal 
sebagai bumi penegak Syari’at Islam. 
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Lampiran I 
Hasil Wawancara Penelitian (Informan I) 
Marzuki Kasi Opersional Wilayatul Hisbah di Bidang Pengawasan Syari’at Islam 
 
1. Kepastian Hukum 
Pertanyaan : Apa saja dasar hukum untuk penanganan kasus prostitusi online? 
Apakah dasar hukum tersebut dapat mengurangi tingkat prostitusi 
online di Banda Aceh? 
Apa saja sanksi yang diberikan kepada tesangka dan pelaku 
prositusi online di Banda Aceh? 
Jawaban : Di dalam Qanun Jinayat itu ada Qanun nomor 6 Tahun 2014 pada 
pasal 23, 25 dan 33 tentang Zina, di dalam qanun tersebut tidak 
disebutkan namanya prostitusi online tetapi di dalam pasal 23 ayat 
2, kemudian pasal 25 ayat 2, kemudian pasal 30 ayat 2 tentang 
Fasilitasi, Memfasilitasi, perbuatan khalwat, dilarang memfasilitasi 
perbuatan ikhtilat, juga dilarang memfasilitasi perbuatan zina. 
Dalam Qanun Jinayat dan Acara Jinayat, salah satu alat bukti itu 
adalah alat bukti elektronik. Di dalam beberapa kasus yang 
ditangani oleh polisi yang bekerjasama dengan kita (Satpol PP dan 
WH), prostitusi online itu merupakan alat bukti elektronik. 
Prostitusi atau prostitusi online itu sebenarnya menjadi Undang-
Undang Nasional, di samping Undang-Undang ITE menjadi salah 
satu dasar penanganan bagi polisi dalam kasus-kasus prostitusi 
online, judi online dll. Dalam Qanun Aceh penanganan kasus ini 
ada keterkaitan kedua belah pihak yang berwajib, yaitu kepolisian 
dan PPNS. PPNS itu adalah aparatur yang berada di Satpol PP dan 
WH.  
Berbicara mengenai mengurangi angka prostitusi online ada aspek 
lain, seperti aspek pengawasan petugas, kemudian aspek 
pengawasann masyarakat. Dari petugas Satpol PP dan WH juga 
ada 2 (dua) aspek, yang pertama aspek preventif (pencegahan). 
Dalam aspek preventif (pencegahan) yang dilakukan Satpol PP dan 
WH adalah seperti razia, pengawasan, patroli dan sebagainya. 
Aspek ini juga merupakan pencegahan untuk bertambahnya 
prostitusi, Khalwat dan Ikhtilat. Kedua aspek represif (penindakan) 
 
 
 
 
juga dilakukan oleh Satpol PP dan WH, berupa melakukan 
pemberkasan pada kasus prostitusi atau kasus-kasus yang 
melanggar Qanun nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 23, 25 dan 33 
tentang Zina.  
Sanksi yang diberikan kepada pelaku prostitusi online adalah 
sesuai qanun ada tiga yaitu berupa cambuk, kurungan badan, 
membayar denda. Dari beberapa kasus yang sudah dilakukan 
eksekusi cambuk bagi mereka para pelaku prostitusi online, namun 
bahasa di dalam qanun bukanlah prostitusi online tetapi zina. 
semua yang melanggar Qanun nomor 6 Tahun 2014 sudah di 
cambuk, menyangkut dengan aturan perihal semua yang melanggar 
Qanun nomor 14 Tahun 2003 tanpa terkecuali.  
2. Transparansi 
Pertanyaan : Bagaimana bentuk transparansi yang diberikan oleh aparatur 
Satpol PP dan WH kepada masyarakat, dalam dinamika 
penanganan kasus prostitusi online di Banda Aceh? 
Kenapa pada situs online hanya tersedia informasi mengenai 
pelaku sebagai pemberi layanan tetapi  tidak terdapat informasi 
mengenai pemakai layanan prostitusi online? 
Jawaban : Hukum cambuk yang direalisisasikan untuk para pelaku prostitusi 
online berlokasi di Banda Aceh, 2 (dua) kasus di Banda Aceh 
kemudian ada satu kasus di Aceh Besar. Di Aceh Besar eksekusi 
hukum cambuk berada di Jantho sedangkan di Banda Aceh berada 
di Gampong Rukoh. 
Pada kasus sebelumnya ada 2 (kasus) yang diproses, pada pihak 
kepolisisan memang lebih banyak mencari penyedia fasilitas 
prostitusi online atau yang biasa disebut dengan “mucikari”, kalau 
yang pengguna sebenarnya dicari juga, karna jika misalnya 
ditangkap di hotel, pada kasus yang ditangani oleh pihak 
kepolisian itu memang targetnya mucikari (penyedia fasilitas). 
Pihak kepolisan juga Satpol PP dan WH itu sering melakukan 
penyamaran, menjadi semacam menjebak sebagai pengguna 
mislanya, itu mereka dijaga identitasnya dan tidak bisa dilakukan 
penangkapan, karena dalam keadaan menjalankan tugas, seperti 
intel. 
 
 
 
 
 
3. Responsif 
Pertanyaan : Bagaimana tanggapan masyarakat setempat terhadap kasus 
prostitusi online yang terjadi di Banda Aceh? 
Bagaimana bentuk tata kelola atau aturan-aturan yang telah 
ditetapkan oleh Satpol PP dan WH dalam mengurangi angka 
prostitusi online? 
Tindakan apa saja yang dilakuan Satpol PP dan WH dalam 
menangani kasus prostitusi online pada saat di tempat kejadian 
perkara (TKP)? 
Setelah pemberian sanksi, apakah ada efek jera dan pengurangan 
angka prostitusi di Banda Aceh? 
Jawaban : Kalau aturan atau tata kelola yang Satpol PP dan WH lakukan 
sekarang yang pertama dari sisi hukum pihak Satpol PP dan WH 
harus tetap mengacu pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Hukum Jinayat. Kemudian dalam sisi formilnya (hukum acaranya) 
Satpol PP dan WH menggunakan Qanun Nomor 7 tahun 2013 
tentang Hukum Acara Jinayat. Setelah itu, dari aspek penindakan, 
dari aspek penyelidikan dan aspek pengawasan juga Satpol PP dan 
WH juga banyak qanun lain yang mengamanahkan kepada Satpol 
PP dan WH dalam rangka pengawasan Qanun-Qanun Syari’at 
Islam, seperti ada Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-
Pokok Syari’at Islam, kemudian ada Qanun tentang STOK 
(Struktur organisasi) Satpol PP dan WH, dan banyak qanun-qanun 
yang bersifat teknis internal Satpol PP dan WH berupaya untuk 
aspek-aspek pencegahan. 
Pada Satpol PP dan WH, terkhusus dalam kasus prostitusi online 
pada sisi petugas (intel) tidak termasuk pelanggaran sebab sedang 
menjalankan tugas. Tetapi, untuk pihak-pihak yang lain misalnya 
pada pihak hotel, Satpol PP dan WH memberi nasehat yang 
bertujuan untuk mengurangi prostitusi online. Dilakukannya 
penyidikan atau penangkapan itu bisa jadi berdasarkan laporan 
masyarakat, dan ada juga pihak Satpol PP dan WH melakukan 
penyidikan yang biasa. Pada tindakan preventif dan pengawasan 
biasa itu sudah bisa dikatakan mengurangi prostitusi online di 
Banda Aceh, karena dapat mengurangi kesempatan orang yang 
akan melanggar Qanun tentang Zina tadi. 
 
 
 
 
Jika dalam pengurangan dapat dikatakan ada pengurangan yang 
terjadi. Melihat ada perbandingan misalnya pada kasus yang telah 
terjadi, ada tiga kasus yang bersifat prostitusi online dan 
sebenarnya yang ofline juga cukup banyak, jadi yang kemudian 
ofline, door to door, face to face, person to person itu lebih banyak 
sebenarnya. Sekarang mudah, jika ingin melakukan penyelidikan 
tinggal instal saja aplikasi yang mereka sering gunakan misalnya 
“bigo live”, tetapi mengingat sekarang pergerakan mereka para 
pelanggar qanun yang semakin hari semakin canggih sehingga 
perbuatan mereka cukup rapi agar tidak diketahui oleh pihak yang 
berwajib. Maka dari itu perlu beberapa dari pihak aparatur Satpol 
PP dan WH berkecimpung di dalamnya  untuk melakukan 
penyelidikan, karna kalau dilihat dari sisi agama ini termasuk 
larangan, tetapi dari sisi aturan negara untuk penyidik boleh 
dibolehkan dengan ketentuan yang telah berlaku bukan untuk 
menikmati itu. 
4. Konsensus 
Pertanyaan : Dalam pemberian sanksi untuk tersangka dan pelaku, siapa saja 
yang wajib terlibat dan memberi persetujuan akan dikenakan 
sanksi tersebut? 
Bagaimanakah kapasitas mengenai sanksi yang diberikan kepada 
pelaku? 
Jawaban : Pertama, proses penyelidikan oleh petugas, setelah itu diserahkan 
oleh penyidik dan penyidik proses untuk pemberkasan, 
pemberkasan diserahkan untuk jaksa, jaksa nanti melakukan 
penuntutan persidangan, lalu hakim memutuskan kemudian jaksa 
yang melaksanakan, kemudian WH yang melakukan 
pencambukan, jadi Criminal Justice System itu semua bekerjasama 
WH, Polisi, Jaksa, Hakim dll, itu semua ikut terlibat. 
5. Kesetaraan 
Pertanyaan : Apakah dalam pemberian sanksi terhadap pelaku memiliki 
pertimbangan terhadap seseorang? sehingga informasi mengenai 
pemakai layanan prostitusi online tidak disebarluaskan agar pelaku 
tidak dikenakan sanksi? 
Apakah pertimbangan jabatan tersebut menjadi dasar untuk 
penyebarluasan informasi mengenai pemakai layanan prostitusi 
online tersebut? 
 
 
 
 
Jawaban : Kalau dari sisi jabatan pihak Satpol PP dan WH tidak tahu 
menau, yang jelas jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap 
qanun yang berlaku siapapun dia akan tetap ditindak, walaupun dia 
seorang pejabat mau bagaimanapun akan tetap ditindak dengan 
syarat alat buktinya itu  cukup. Kalaupun dia seorang masyarakat 
biasa yang melanggar qanun yang berlaku dan cukup alat bukti 
maka akan ditindak juga. Karena di azas qanun yang namanya 
politik behaviour itu tetap berlaku untuk kesetaraan. 
6. Efektif & Efesien 
Pertanyaan : Apakah dalam pemberian sanksi kepada tersangka dan pelaku 
prostitusi online sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah 
berlaku? 
Bagaimana dinamika penyelesaian sanksi yang diberikan kepada 
pelaku di tempat kejadian perkara (TKP), apakah terealisasi 
dengan baik atau ada perubahan? 
Jawaban : Jika kita lihat sekilas, pemberian hukum bagi tersangka sudah 
sesuai yang mana artinya dari aspek-aspek hukum formil dan 
hukum materilnya sudah sesuai. 
Kalau dari sisi petugas tidak melakukan sanksi itu di tempat 
kejadian perkara (TKP), paling kalau mengarah ke prostitusi dan 
jika tidak terbukti, hanya dinasehati. Itu merupakan upaya 
pencegahan, tetapi dari sisi penindakan tetap dilakukan sesuai 
aturan yang ada, yaitu sesuai dengan prosedur mulai dengan 
penangkapan, penanganan sampai dengan tahap diberi sanksi itu 
sesuai dengan aturan dan bukan di tempat kejadian perkara (TKP) 
tetapi sesuai dengan jalur proses. Kalau dari pihak masyarakat, 
dengan kasus prostitusi online masyarakat susah bertindak, karena 
mereka terlalu tertutup. Sedangkan polisi saja atau aparat masuk ke 
wilayah itu harus sesuai prosedur dan strategi yang telah mereka 
buat sebelumnya, bukan asal-asalan. Karena yang dikatakan online 
itu bukan hana pada aplikasi WhatsApp, Facebook, atau Twitter. 
Tetapi, masih banyak yang lainnya yang menjadi sarana bagi 
mereka yang melakukan maksiat itu. 
7. Akuntabilitas 
Pertanyaan : Pada kasus prostitusi online ada beberapa qanun terkait yang 
dapat disesuaikan dengan para pelaku untuk dikenakan sanksi, 
salah satunya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 
 
 
 
 
Jinayat dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat. Sanksi 
apa yang dikenakan kepada aparatur Satpol PP dan WH jika kasus 
prostitusi online tersebut tidak diberikan tindakan sesuai qanun 
yang berlaku? 
Jawaban : Satpol PP dan WH  yang dilakukan itu sudah sesuai dengan 
prosedur artinya kalau cukup alat bukti akan diserahkan ke 
penyidik, kalau tidak cukup bukti ya diserahkan kepada keluarga 
dan dilakukan pembinaan secara adat dan secara keluarga. Tidak 
ada yang dilepas jika alat buktinya cukup. 
8. Visi strategis 
Pertanyaan : Apakah akan ada perubahan atau penambahan qanun baru 
mengenai kasus prostitusi yang kini sudah bertambah menjadi 
prostitusi online? 
Jawaban : Kita ketahui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 itu memang sudah 
disahkan dan artinya masih banyak kekurangan-kekurangan atau 
ternyata dalam pengembangan itu ada hal-hal yang baru, melihat 
dari perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih 
dan yang mana secara di qanun tidak dimasukkan. Karena dalam 
penyusunan qanun tidak menduga akan begitu masifnya pelaku 
maksiat. Sekarang melihat perkembangan teknologi yang semakin 
pesat maka perlu adanya pengembangan-pengembangan dan 
diharapkan ada perubahan-perubahan qanun yang bisa membuat 
hal-hal yang lebih kekinian. 
9. Partisipasi 
Pertanyaan : Apakah ada partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam 
penanganan kasus prostitusi online di Banda Aceh? 
Jika ada, bagaimana bentuk partisipasi yang masyarakat lakukan 
dalam penanganan kasus prostitusi online? 
Jika tidak, apakah ada aturan yang melarang masyarakat untuk 
tidak berpartisipasi dalam penangan kasus prostitusi online? 
Jawaban : Kalau partisipasi dari masyarakat tentu ada, karena yang namanya 
masyarakat sangat mendukung pelaksanaan Syari’at Islam, tetapi 
dari sisi onlinennya masyarakat banyak keterbatasan. Artinya jika 
ada yang memakai aplikasi atau online aparatur hanya mendapat 
aduan dari masyarakat bahwasanya situs ini, atau aplikasi ini 
 
 
 
 
menyediakan layanan prostitusi online. Tetapi untuk tahap sadap-
menyadap dan beberapa dari masyarakat juga banyak yang gaptek. 
Tidak ada larangan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi 
dalam pelaksanaan Syari’at Islam, terlebih dalam kasus prostitusi 
online. Bahkan di dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 dibutuhkan 
partisipasi masyarakat, dibutuhkan partisipasi keluarga dalam 
mendukung aspek-aspek pelaksanaan Syari’at Islam. Bahkan 
berhasilnya suatu pemerintahan karena adanya dukungan dari 
masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran II 
 
Khalida Elyani di bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah (Informan 2) 
 
1. Kepastian Hukum 
Pertanyaan : Apa saja dasar hukum untuk penangan kasus prostitusi online ? 
Apakah dasar hukum tersebut dapat mengurangi tingkat prostitusi 
online di Banda Aceh? 
Apa saja sanksi yang diberikan kepada tersangka dan pelaku 
prositusi online di Banda Aceh? 
Dalam kasus prostitusi online ini para tersangka yang tidak bisa 
dikenakan sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 
Jinayat, kenapa tidak dikenakan sanksi Qanun Nomor 14 Tahun 
2003 tentang Khalwat? 
Jawaban : Dasar Hukumnya yang pertama Qanun Nomor 6 tahun 2014 
tentang Hukum Jinayat, kemudian Qanun Nomor 7 tahun 2013 
tentang Hukum Acara Jinayat ditambah dengan Undang-Undang 
Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan 
Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh. 
Menurunnya prostitusi online itukan tergantung kepada bagaimana 
masyarakat menyikapi bahwa prostitusi itu dilarang. Dilarang oleh 
hukum, dilarang oleh negara bahkan juga dilarang oleh agama. 
Jadi Satpol PP dan WH Aceh melaksanakan qanun yang telah 
ditetapkan melalui pengawasan dan sosialisasi. Pihak Satpol PP 
dan WH mensosialisasikan masyarakat tentang adanya qanun yang 
melarang terjadinya prostitusi online. prostitusi itu sebenarnya 
sudah ada dari dulunya tetapi kenapa tidak muncul kepermukaan, 
bahkan banyak atau tidaknya pihak Satpol PP dan WH tidak bisa 
menghitungnya dulu, sekarang sudah terlihat banyak kenapa? 
Karena sekarang Aceh sudah memiliki qanun, Satpol PP dan WH 
sudah melakukan sosialisasi dan pengawasan, dan dalam 
pengawasan itu ternyata ditemukan banyak prostitusi atau mungkin 
ternyata ada prostitusi. Tetapi, menurun atau meningkat belum bisa 
dipastikan karena qanun itu baru diberlakukan tahun 2015, dan 
 
 
 
 
kasus prostitusi online juga baru-baru terjadi sehingga belum bisa 
dibandingkan naik atau turunnya angka prostitusi online. Jadi 
dalam kurun waktu beberapa tahun setelah tahun 2015 barulah 
terjadi prostitusi online. Pada Satpol PP dan WH belum ada kasus 
prostitusi online yang dinaikkan sampai ketahap eksekusi. 
Sedangkan beberapa tahun kebelakang itu yang menangani adalah 
pihak kepolisian. Karena yang wajib melakukan penyelidikan tidak 
hanya PPNS saja tetapi pihak kepolisian juga, prostitusi online ini 
lebih cenderung wajib ditangani oleh pihak kepolisian karena pada 
dasarnya pihak kepolisian juga berwenang dalam penyelidikan 
barang elektronik, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pihak 
kepolisian, contohnya seperti sadap. Untuk pihak Satpol PP dan 
WH belum mempunyai kewenangan dibagian itu, kecuali pada saat 
penangkapan Pihak Satpol PP dan WH menemukan barang bukti 
elektronik, seterusnya hanya bisa melakukan penyidikan tetapi 
tidak untuk penyelidikan. 
Di dalam qanun ada 3 (tiga) sanksi yaitu berupa cambuk, kurungan 
badan, dan denda, yang memutuskannya adala hakim. 
2. Transparansi 
Pertanyaan : Jika ada hukum cambuk, dimana direalisasikan hukum cambuk 
untuk para pelaku prositusi online? 
Kenapa pada situs online hanya tersedia informasi mengenai 
pelaku sebagai pemberi layanan tetapi  tidak terdapat informasi 
mengenai pemakai layanan prostitusi online? 
Jawaban : Salah satunya melakukan pengawasan, biasanya prostitusi online 
itu dilakukan ditempat-tempat penginapan dan pengawasan itu 
dilakukan oleh bidang Pengawasan Syari’at Islam yang 
sebelumnya telah dimata-matai. Penyelidikan itu ada 4 (empat) 
yaitu interview, memata-matai atau pembuntutan, penyamaran, 
setelah itu jika sudah mendapatkan cukup bukti lalu sudah 
melakukan pengawasan ketempat-tempat yang kira-kira diduga 
adanya prostitusi online. Seperti hotel dan tempat-tempat 
penginapan lainnya akan dilakukan pengawasan, memang pemilik 
hotel dan penginapan kadang-kadang mereka tidak tahu akan 
terjadinya prostitusi, bisa saja yang memesan kamar tersebut laki-
laki atau perempuan, sekarangpun gampang melalui handphone 
menginformasikannya dan nantinya akan datang temannya 
menyusul. Seterusnya, jika memang benar terjadi prostitusi online 
 
 
 
 
maka akan dilakukan penyidikan, dihadirkan saksi-saksi, 
dikumpulkan barang-barang bukti seperti penyitaan terhadap cctv, 
handphone, dll. Setelah itu segera diinformasikan kepada 
kejaksaan bahwa akan dilakukan penyidikan dengan SPDP (Surat 
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Kalau Satpol PP dan WH  
Aceh adalah tingkat 1 (satu) yaitu tingkat provinsi, dan akan 
diberikan SPDPnya ketingkat kejaksaan tinggi. 
Jadi mengenai informasi pemberi layanan atau pemakai layanan 
prostitusi online itu tergantung dinamika tejadinya kasus tersebut, 
mungkin pada saat penangkapan para pemakai layanan belum 
sempat melakuan perbuatan itu berarti mereka tidak bisa diberikan 
sanksi beda halnya dengan pemberi layanan dengan bukti-bukti 
yang ada maka dia bisa dikenakan sanksi. 
3. Responsif 
Pertanyaan : Bagaimana bentuk tata kelola atau aturan-aturan yang telah 
ditetapkan oleh Satpol PP dan WH dalam mengurangi angka 
prostitusi online? 
Tindakan apa saja yang dilakukan Satpol PP dan WH dalam 
menangani kasus prostitusi online pada saat di tempat kejadian 
perkara (TKP)? 
Setelah pemberian sanksi, apakah ada efek jera dan pengurangan 
angka prostitusi di Banda Aceh? 
Jawaban : Jadi kita sama-sama mengajak masyarakat untuk berpatsispasi 
dalam memberi informasi mengenai prostitusi online, artinya gini 
jangan sampai laporan yang diterima sesudah kasus itu terjadi 
tetapi alangkah baiknya jika laporan itu kita terima sebelum terjadi 
atau pada saat mereka sedang ingin memulai atau ketika sedang 
dicurigakan. Tapi kebanyakan dari masyarakat banyak yang 
menunggu perbuatan itu terjadi dan ada sebagian dari masyarakat 
takut untuk melaporkan sebab takut dijadikan sebagai saksi. 
Yang pertama tanggapan masyarakat marah, kemudian masyarakat 
inginan pihak Satpol PP dan WH lebih kuat lagi untuk bergerak 
dan turun ke lapangan, untuk mengawasi tempat-tempat 
penginapan. Seterusnya juga dibutuhkan kerjasama masyarakat 
dalam mengawasi dan memberi informasi, seperti sekarang ada 
BAM (Badan Anti Maksiat) contohnya pada Gampong Jeulingke. 
BAM ini dianggotai oleh pemuda gampong tersebut dan jika ada 
 
 
 
 
terjadinya prostitusi online merekalah yang bergerak bukan lagi 
siskamling, tetapi khusus pada badan iu. Mereka preventif, jadi 
ketika sesuatu yang mencurigai adanya prostitusi online mereka 
langsung bergerak. Selanjutnya kita juga ada FPI (Front Pembela 
Islam), mereka juga sangat aktif, pada malam hari melakukan 
patroli. Satpol PP dan WH juga sangat terbantu dengan kehadiran 
ormas-ormas seperti ini, laporan-laporan juga banyak yang 
diterima dari mereka. Kalau FPI itukan tidak bisa menaikkan 
kasus, jadi mereka hanya bisa melaporkan dan yang memberi 
tindakan adalah Satpol PP dan WH, karena Satpol PP dan WH 
punya payung hukum tersendiri sedangkan FPI sama dengan 
masyarakat. 
Selain laporan, masyarakat punya hak untuk mengusir jika benar 
terjadinya prostitusi online. Ini merupakan sebua qanun adat dan 
bukan merupakan main hakim sendiri, qanun adat itu salah satunya 
bisa menyelesaikan masalah dengan cara mengusir, itu ada dalam 
Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Disini ada 
disebutkan seperti perselisihan adat istiadat, sanksinya berupa 
nasehat, teguran, pernyataan maaf, diyat, denda, ganti kerugian, 
dikucilkan, dan dikeluarkan dari masyarakat gampong. 
4. Konsensus 
Pertanyaan : Dalam pemberian sanksi untuk tersangka dan pelaku, siapa saja 
yang wajib terlibat dan memberi persetujuan akan dikenakan 
sanksi tersebut? 
Jawaban : Persetujuan pemberian sanksi tertama eksekutor negara, yaitu 
jaksa penuntut umum, algojo, kemudian unsur pengamanan dari 
pihak Satpol PP dan WH serta kepolisian, selanjutnya hakim 
pengawas, dan supaya tidak terjadi pelanggaran cara melakukan 
pencambukan itu. 
5. Kesetaraan 
Pertanyaan : Pada situs online tidak disediakan informasi mengenai pemakai 
layanan prostitusi online, apakah dalam pemberian sanksi terhadap 
pelaku masih melihat pada jabatan yang dimiliki seseorang, 
sehingga informasi mengenai pemakai layanan prostitusi online 
tidak disebarluaskan agar pelaku tidak dikenakan sanksi? 
Jawaban : Dalam pemberian sanksi, baik tersangka maupun penyedia 
layanan prostitusi online, tidak melihat dari jabatan seseorang 
 
 
 
 
tetapi, siapapun dia jika melanggar qanun yang berlaku maka akan 
tetap dikenakan sanksi. Bisa jadi adanya campur tangan intel 
sebagai pemakai, itu merupakan sebuah kerahasiaan yang gak bisa 
dimasukkan ke dalam media sosial, karena posisinya dia sedang 
dalam melaksanakan tugas. 
6. Efektif dan Efesien 
Pertanyaan : Apakah dalam pemberian sanksi kepada tersangka dan pelaku 
prostitusi online sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah 
berlaku? 
Bagaimana dinamika penyelesaian sanksi yang diberikan kepada 
pelaku di tempat kejadian perkara (TKP), apakah terealisasi 
dengan baik atau ada perubahan? 
Jawaban : Menurut saya dalam pemberian sanksi terhadap pelaku prostitusi 
online sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 
Pada saat di tempat kejadian perkara (TKP) masih ada juga 
beberapa dari masyarakat yang main hakim sendiri, tetapi kita juga 
tidak bisa menyalahkan sepenuhnya masyarakat itu, namanya juga 
manusia ya punya sisi emosional yang tinggi apalagi mendengar 
kasus prostitusi online ini. Prostitusi itukan perbuatan yang sangat 
memalukan marwah masyarakat sekitar. Posisi masyarakat pun 
bisa jadi kurang ilmunya atau pendidikannya kurang. 
7. Akuntabilitas 
Pertanyaan : Pada kasus prostitusi online ada beberapa qanun terkait yang 
dapat disesuaikan dengan para pelaku untuk dikenakan sanksi, 
salah satunya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 
Jinayat dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Sanksi 
apa yang dikenakan kepada aparatur Satpol PP dan WH jika kasus 
prostitusi online tersebut tidak diberikan tindakan sesuai qanun 
yang berlaku? 
Jawaban : Sanksi yang diberikan kepada Satpol PP dan WH jika tidak 
memberikan sanksi kepada tersangka sesuai qanun yang berlaku 
adalah bisa jadi dipraperadilan oleh masyarakat, atau nanti yang 
bersangkutan harus membayar kalau di dalam pergub itu ada 
membayar restitusi, tetapi yang membayar tetap negara. 
 
 
 
 
 
8. Visi strategis 
Pertanyaan : Apakah akan ada perubahan atau penambahan qanun baru 
mengenai kasus prostitusi yang kini sudah berubah menjadi 
prostitusi online? 
Jawaban : Untuk sementara belum ada perubahan dan penambahan qanun 
mengenai prostitusi online atau Qanun Nomor 6 tahun 2014 tetapi 
kalau Qanun Nomor 14 tahun 2003 itu sudah tidak berlaku lagi, 
karna udah dimasukkan semuanya atau disatukan dalam Qanun 
Nomor 6 tahun 2014. 
9. Partisipasi 
Pertanyaan : Apakah ada partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam 
penanganan kasus prostitusi online di Banda Aceh? 
Jika ada, bagaimana bentuk partisipasi yang masyarakat lakukan 
dalam penanganan kasus prostitusi online? 
Jika tidak, apakah ada aturan yang melarang masyarakat untuk 
tidak berpartisipasi dalam penanganan kasus prostitusi online? 
Jawaban : Banyak sekali keterlibatan dari masyarakat, seperti tadi ada FPI, 
BAM setiap gampong untuk melaksanakan pengawasan Syari’at 
Islam. 
Pengaduan masyarakat tentang keresahan yang dialami tentang 
adanya prostitusi itu ada, tetapi kalau sampai ketahap prostitusi 
online, di bagian onlinenya masayarakat cenderung kurang paham. 
Selama ini banyak yang mengadu tentang keresahan masyarakat 
perkara hotel dan tempat-tempat penginapan yang bisa 
direalisasikan perbuatan hina itu. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Lampiran III 
 
SY masyarakat yang berkediaman dekat dengan tempat penangkapan prostitusi online (Informan 
3) Gampong Lambhuk 
 
1. Partisipasi 
Pertanyaan : Apakah ada keikutsertaan masyarakat dalam penanganan kasus 
prostitusi online? 
Jika ada, bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh 
masyarakat dalam penanganan kasus prostitusi online? 
Jika tidak, apakah ada larangan atau aturan larangan masyarakat 
untuk ikut serta dalam penangan kasus prosttitusi online? 
Jawaban : Keikutsertaan masyarakat dalam penanganan kasus prostitusi 
online hanya sebatas melaporkan ke pihak yang berwajib atau 
memakai qanun adat. 
Tidak ada larangan bagi masyarakt untuk berpartisipasi dalam 
penanganan kasus prostitusi online, terkecuali main hakim sendiri 
seperti memukul dan lain sebagainya yang membahayakan si 
pelaku. 
2. Kepastian Hukum 
Pertanyaan : Bagaimana pola pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku 
prostitusi online dalam level desa? 
Apa saja sanksi yang diberikan oleh aparat yang terlibat untuk 
tersangka dan pelaku prostitusi online? 
Jawaban : Biasanya untuk tahap gampong, semua permasalahan bisa 
ditangani dengan hukum adat jika tidak ingin dinaikkan 
permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib misalnya pihak 
kepolisian atau Satpol PP dan WH. Tetapi dalam pemberian sanksi 
untuk pelaku prostitusi online yang beberapa tahun kemarin itu 
ditangani oleh pihak yang berwajib. 
Berupa cambuk, tetapi yang kami ketahui beberapa dari penyedia 
saja yang di cambuk, untuk pemakai layanan tersebut tidak tahu 
 
 
 
 
ada dicambuk atau tidak, karena informasinya tidak kami 
dapatkan, 
3. Transparansi 
Pertanyaan : Jika ada hukum cambuk, dimana direalisasikan hukum cambuk 
tersebut? 
Apakah masyarakat ikut terlibat dalam pembagian sanksi? (main 
hakim sendiri) 
Jawaban : Yang kami ketahui hukum cambuk itu ada di masjid rukoh. 
Dalam pemberian sanksi terhadap tersangka masyarakat tidak ikut 
terlibat, palingan cuma menyaksikan cambuk, dan akan kami 
tangani jika memakai hukum ada, jika tidak ya ditangani oleh 
pihak yang berwajib. 
4. Responsif 
Pertanyaan : Kapan masyarakat setempat mengetahui kasus prostitusi online 
ini terjadi? Apakah setelah disebarluaskan melalui media online? 
atau pada saat kasus itu sedang berlangsung? 
Bagaimana tanggapan masyarakat, sebelum dan setelah terjadinya 
kasus prostitusi online di Banda Aceh? 
Apakah ada efek jera setelah pemberian sanksi kepada tersangka 
dan pelaku? 
Jawaban : Prostitusi atau zina itu sebenarnya sudah lama terjadi, tetapi kalau 
prostitusi online itu baru kami ketahui setelah informasinya 
disebarluaskan, lagi pula mereka melakukan perbuatan itu pada 
hotel dan tempat-tempat penginapan yang berbintang lima, terus 
menggunakan aplikasi yang ada di handphone juga sangat 
terselubung sehingga banyak dari masyarakat tidak mengetahui 
gerak-gerik mereka. Terkecuali mereka melakukannya dirumah-
rumah atau sekitaran kediaman masyarakat, mungkin kami akan 
lebih peka dengan kejadian tersebut. 
Tanggapan masyarakat mengenai kasus prostitusi online ini sangat 
resah, masyarakat takut akan bagian dari keluarga mereka berbaur 
pada perbuatan yang tidak baik tersebut. Karena yang kita dengar-
dengar mucikarinya itu mencari para pekerjanya itu dengan rayuan 
yang sangat membuat terpengaruh seseorang menjadi ikut serta 
 
 
 
 
dalam perbuatan tersebut. Selanjutnya kasus ini dapat memalukan 
marwahnya Aceh yang dikenal dengan Syari’at Isamnya. 
Untuk efek jera kepada pelaku itu tergantung orangnya juga, ada 
orang yang mungkin baru mencoba-coba melakuan perbuatan tidak 
baik tersebut mungkin ada efek jeranya. Tetapi untuk orang yang 
memang mata pencahariannya pada lingkup itu mungkin tidak 
akan merasa jera karena sudah sering dilakukan. Prostitusi atau 
zina itu sebenarnya sudah lama terjadi, tetapi kalau prostitusi 
online itu baru kami ketahui setelah informasinya disebarluaskan, 
lagi pula mereka melakukan perbuatan itu pada hotel dan tempat-
tempat penginapan yang berbintang lima, terus menggunakan 
aplikasi yang ada di handphone juga sangat terselubung sehingga 
banyak dari masyarakat tidak mengetahui gerak-gerik mereka. 
Terkecuali mereka melakukannya dirumah-rumah atau sekitaran 
kediaman masyarakat, mungkin kami akan lebih peka dengan 
kejadian tersebut. 
5. Konsensus 
Pertanyaan : Apakah pada pemberian sanksi untuk pelaku ada persetujuan dari 
masyarakat setempat? 
Jawaban : tidak, mengenai pemberian sanksi untuk para pelaku prostitusi 
online tidak ada persetujuan dari masyarakat. 
6. Kesetaraan 
Pertanyaan : Dalam media online, diinformasikan bahwa pemberian sanksi 
hanya untuk para pelaku pemberi layanan prostitusi online, tidak 
tersedia informasi mengenai pemberian sanksi untuk pemakai 
layanan prostitusi online. Apakah menurut Bapak/Ibu dalam 
pemberian sanksi masih melihat dari jabatan seseorang? 
Jawaban : Ya, menurut saya dalam pemberian sanksi untuk para pelaku 
prostitusi online masih melihat pada jabatan seserang. 
Masyarakatpun sering bincang tentang ini, kenapa para pemakai 
dari jasa itu tidak di informasikan di media cetak seperti koran dan 
lainnya, dan masyarakatpun bertanya-tanya atau mencurigai apa 
karna jabatan seseorang atau ada faktor lain kami kan tidak tahu 
dan butuh informasi mengenai itu. 
7. Efektif dan Efesien 
Pertanyaan : Menurut Bapak/Ibu, apakah hukum yang diberikan oleh aparatur 
yang terlibat untuk para pelaku sudah sesuai dengan aturan yang 
berlaku? 
 
 
 
 
Jawaban : Sudah, menurut kami para pelaku prostitusi online sudah di 
berikan sanksi yang benar menurut aturan-aturan yang telah 
berlaku. Tetapi ya tadi, kenapa mengenai pemakai layanan tersebut 
tidak ada informasinya, seharusnya mereka juga bisa dikenakan 
hukum cambuk. 
8. Akuntabilitas 
Pertanyaan : Instansi mana saja yang Bapak/ Ibu ketahui ikut terlibat dalam 
penanganan kasus prostitusi online? 
Apa saja tanggung jawab masyarakat mengenai kasus prostitusi 
online? 
Jawaban : Yang kami ketahui, dalam penanganan kasus prostitusi online 
adalah pihak kepolisian, Satpol PP dan WH, tetapi lebi banyak 
pihak kepolisian. 
Tugas kami sebagai masyarakat mengenai kasus prostitusi online 
adalah yang pertama melakukan pengawasan terahadap masyarakat 
sekitar serta keluarga, kedua jika dicurigai adanya kasus Prostitusi 
Online maka kami akan menasehati dan jika terbukti sudah terjadi 
kami akan beri laporan kepada pihak yang berwajib, bisa jadi kami 
keuarkan juga dari gampong sesuai Qanun Adat. 
9. Visi strategis 
Pertanyaan : Apa harapan Bapak/Ibu kedepannya untuk mengurangi atau 
membasmi kasus prostitusi online? 
Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan 
mengurangi atau membasmi kasus prositusi online? 
Jawaban : Harapan kami masyarakat, untuk mengurangi atau membasmi 
kasus prostitusi online adala adanya qanun baru yang lebih terkini, 
lalu pengawasan dari pihak yang berwajib harus lebih sering 
dilakukan, serta dihimbau untuk seluruh masyarakat agar menjaga, 
mengawasi, dan memberikan arahan kepada perempuan-
perempuan mereka baik itu adik, kakak, istri atau yang miliki 
hubungan saudara untuk tidak masuk dalam ranah yang 
memalukan keluarga serta Aceh yang menegakkan Syari’at Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran VII 
 
 
Wawancara bersama Bapak Marzuki selaku Kasi Operasional wilayatul 
Hisbah di bidang Pengawasan Syari’at Islam 
 
 
Wawancara bersama Ibu Khalida Elyani selaku penyidik di bidang 
Penegakkan Perundang-Undangan Daerah 
 
 
 
 
 
 
Wawancara Sariyani selaku masyarakat di Gampong Lambhuk 
 
 
 
Lembaga Satpol PP dan WH Provinsi Aceh 
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